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Dengan mengucap puj1 dan syukur
kepada ALLAH SWT, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Padang Tahun 2020 disajikan sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal
depan (voorpost) Mahkamah Agung.
Berdasarkan mandat dari undang-undang
mengemban tugas untuk melaksanakan
Peradilan di Republik Indonesia dan
mengejewantahkan visi dan misi Mahkamah
Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
yang Agung” yang tertera dalam cetak biru
Mahkamah Agung. Oleh karena itu, laporan ini
kami jadikan sebagai salah satu media
komunikasi kami kepada publik serta pemangku
kepentingan lainnya untuk menyampaikan
informasi kinerja dalam memenuhi harapan
akan terwujudnya Pengadilan yang transparan,

akuntabel dan modern.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar

hukum dalam penyusunan laporan kinerja,

sedangkan landasan dasar laporan ini adalah
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama
Padangtahun 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) yang menguraikan capaian-
capaiandi tahun 2020 ini dapat dipahami dengan
baik dan memenuhi harapan segenap pemangku
kepentingan sehingga dapat menjadi media
evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Demikianlah laporan ini disajikan,
sumbang saran dan kritikan yang membangun
kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini,

semoga bermanfaat, terima kasih

Padang, Februari 2021
KETUA PENGADIBAN TINGGI AGAMA
A

Drs. H"ZEIN AHSAW, M.H.
NIP. 195508261982031004



alam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam

rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Padang ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama
kurun waktu satu tahun 2020 yang selanjutnya dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar
Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020 dengan tiga program dengan
anggaran berjumlah Rp 13.923.694.000, (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah).

|
o

RINGKASAN
EKSEKUTIF

Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang

tahun 2020 dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang
dijabarkan melalui Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah
ditetapkan. Sesuai dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Adapun realisasi dan capaian dari
Agama Padang 2020-2024, dimana pencapaian kinerja 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut
Pengadilan Tinggi Agama Padang diukur dengan 2 (dua) sasaran dapatdilihatsebagai berikut :

strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang keseluruhan

mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi

Agama Padang.



Sasaran
1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1. Persentase sisa perkara yang 100% nihil 100%
diselesaikan

2. Persentase perkara yang diselesaikan 98% 100% 102%
tepat waktu

3. Persentase penurunan sisa perkara 10% nihil 100%

4. Persentase perkara yang tidak 70% 74% 106%
mengajukan upaya hukum kasasi dan
PK

5. Index responden pengadilan tingkat 90% 90% 100%
pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Agama Padang

6 Persentase Penyelesaian perkara 100% 100 100%
Ekonomi Syariah

Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya

Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 101%

Akuntabel

Tahun 2019 tidak ada sisa perkara (0). Sedangkan perkara yang masuk selama

tahun 2020 adalah sebanyak 61 perkara. Dari 61 perkara tersebut semuanya terselesaikan

100% tepat waktu. Sehingga semua perkara pada tahun 2020 dapat diselesaikan atau

tidak ada sisa perkara pada tahun tersebut.

Sasaran
2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian (%)

menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat

1. Persentase salinan putusan 100% 100% 100%
yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu

2. Persentase putusan yang 100% 100% 100%
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Indikator Kinerja Realisasi Capaian (%)

diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus

3 Persentase Layanan Minutasi 90% 100% 111%

Satu Hari (Oneday Minutation)

4 Persentase Publikasi Putusan 90% 100% 111%
Satu Hari (Oneday Publish)

Rata-rata Capaian Sasaran
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 106%

Penyelesaian Perkara

Secara keseluruhan, akuntabilitas capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama
Padang pada tahun 2020 bila dipersentasekan adalah sebesar 103%. Dengan capaian
kinerja tersebut, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2020 dapat dinilai
berhasil.

Faktor utama yang menunjang keberhasilan 10 (sepuluh) indikator kenerja ini
adalah pertama, sudah diterapkannya SOP yang baku dan aplikasi SIPP yang terintegrasi
yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDM hakim tinggi dan fungsional kepaniteraan.
Kedua, adanya penyedian sarana dan prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan
yang sangat menunjang pelaksanaan tusi khususnya pada putusan layanan publikasi
putusan satu hari (one day publish).

Untuk mewujudkan 2 sasaran tersebut maka pada pagu dan realisasi anggaran

Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020 berdasarkan program disajikan pada tabel

berikut ini:

: Realisasi Capaian
Program Kegiatan (Rp) (%)

Program Dukungan Pembinaan 13.520.648.000 | 13.477.487.930 | 99,68%
Manajemen dan Administrasi dan
Pelaksanaan Tugas Pengelolaan
Teknis Lainnya Keuangan Badan
Mahkamah Agung Urusan

Administrasi
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Program

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung

Kegiatan

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan
Mahkamah
Agung

181.000.000

Realisasi

(Rp)
175.610.400

Capaian
(%)

97,02%

Program Peningkatan
Manajemen Peradilan
Agama

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agung

222.046.000

219.176.560

98,71%

Berdasarkan ketiga program dan kegiatan yang telah diuraikan di atas, maka total

pagu yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 sebesar Rp

13.923.694.000. Dengan Akuntabilitas capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang

secara keseluruhan pada tahun 2020 untuk realisasi anggaran 3 (tiga) program tersebut

realisasinya adalah sebesar Rp 13.867.035.447 dengan persentase 99,59%. Tiga program

tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya dengan anggaran hanya 99,59% dari pagu yang

diberikan yang berjumlah Rp 13.923.694.000.

Dengan target yang telah ditetapkan, semua kegiatan dapat terlaksana 100%

hanya dengan anggaran 99,59% dari pagu yang diberikan dan anggaran yang bersisa

merupakan penghematan yang dapat digunakan kembali oleh negara sebesar Rp

56.658.553. Dengan capaian tersebut, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dari segi

realisasi anggaran pada tahun 2020 dapat dinilai berhasil.
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A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
menyatakan bahwa : "peradilan agama merupakan
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkaratertentu”.

Kekuasan Kehakiman di lingkungan peradilan
agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada
Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.

Dalam BAB VIII Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 pada bagian

pendahuluannya diuraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia
2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya
konsolidasi demokrasi; supremasi hukum
dan penegakan hak asasi manusia;
birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa
aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan kedaulatan negara
dari berbagai ancaman, baik dari dalam
maupun luar negeri. Kondisi tersebut
merupakan prasyarat untuk mendukung
terlaksananya pembangunan nasional.



Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang
memenuhi karakteristik good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good
governance menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas
yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun
2020 dan laporan kinerja pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun
2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Tinggi Agama
Padang. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja
seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk

perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi
gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan
disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik,

harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten
dengan asas umum penyelenggaraan negara;

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

Jujur, obyektif, transparan dan akurat;

o v s~ w N

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
manyatakan: “standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
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kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur”.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Padang secara organisatoris, administratif
dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan
Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta
PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di
tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah
hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian
sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaqg, shadaqah dan
ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi
Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat berharga
berjangka menengah syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian

Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang
mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara
Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
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2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada
jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik
yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan
agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal
53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman), PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006).

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis
peradilan dan administrasi peradilan.

6. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya.  (vide:Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Rl  Nomor

KMA/004/SK/11/1991).

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada psl 105. Ayat 2,
disebutkan bahwa : "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”.

Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada
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Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua.

2. Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin
oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris (supporting unit) sebagai
pendukung tugas perkara.

4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) panitera
muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta Panitera
Pengganti.

5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang
Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian
Umum dan Keuangan, serta 4 (empat) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag
Kepegawaian dan Teknolgi Infromasi, Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag

Keuangan dan Pelaporan serta Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selama Tahun 2020. Capaian kinerja
(performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan
target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement),
maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2020 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2020. Selain untuk memenuhi prinsip
akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
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Pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang disusun

sebagai berikut :

BAB | - Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas

pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB Il = Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan

Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2020.

BAB Ill — Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi,
pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun
2020. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi.

BAB IV — Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi
pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.
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A. Rencana
Strategis 2020-
2024

BAB I1
PERENCANAAN

KINERJA

)

Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2020-2024
Pengadilan Tinggi Agama
Padang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode
lima tahun terhitung sejak
tahun 2020 sampai 2024.
Renstra 2020-2024
merupakan tahap ketiga dari
rencana jangka menengah
yang dicanangkan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
dalam “Blue Print (Cetak Biru)
2010-2035"

Renstra yang
merupakan penjabaran visi
dan dilengkapi dengan
rencana sasaran yang hendak
dicapai. Selain visi, Renstra
juga memuat misi, tujuan,
strategis, kebijakan, program
dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi.

1. Visi dan Misi

Pengadilan Tinggi
Agama Padang sebagai salah
satu peradilan di lingkungan
Mahkamah Agung yang
merupakan badan
pelaksanaan kekuasaan
kehakiman harus mampu
memberikan pelayanan
hukum kepada masyarakat
pencari keadilan secara prima
yang sejalan dengan visi dan
misi dari Mahkamah Agung
RI. Visi menunjukkan arah
tentang apa yang harus
dipertahankan dan apa yang
harus didorong demi
kemajuan dimasadepan. Oleh
karena itu Pengadilan Tinggi
Agama Padang menetapkan
Visl.

S ¥

> L



Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

YANG AGUNG“

Adapun penjelasan dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

1. Pengadilan Tinggi Agama, menunjukan salah satu Badan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung;

2. Padang, menunjukan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;

3. Agung, menunjukan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan
keluhuran.

Sedangkan misi merefleksikan cara agar visi dapat diinformasikan ke dalam hal-
hal yang dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukan arahan untuk
pengembangan strategi, menentukan faktor kesuksesan. Untuk menwujudkan visi
Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut, ditetapkan 4 empat misi Pengadilan Tinggi
Agama Padang sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

1) Tujuan trategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama maka

dirumuskan ke dalam bentuk yang terarah berupa perumusan tujuan strategis
organisasi. Tujuan perumusan tujuan strategis juga akan memungkinkan Pengadilan
Tinggi Agama Padang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.
Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama
adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang
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2) Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari Tahun
2020 sampai dengan Tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU
telah mengacu pada Indikator Kinerja dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang dan

RPJMN 2020-2024 :

KINERJA

Tabel 11.1

Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Agama Padang

UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
TerWUIUdnya a Persentase sisa Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan x 100 %
Proses Peradilan perka rayang Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan °
Yang Pasti, diselesaikan Catatan:
Transparan dan Sisa Perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
Akuntabel
b Persentase perkara
yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan
tahun berjalan
tepat waktu x 100 %

Jumlah Perkara yang ada

Catatan:

e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan
perkara yang masuk)

e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang
diselesaikan tahun berjalan
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KINERJA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
UTAMA
¢ Persentase
penurunan sisa mi-Tn  100%
Tn.1
perkara Tn =Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 =Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan:
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada
tahun berjalan
d Pesentase perkara
tidak yang Jumlah Perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum
mengajukan Upaya x 100 %
Jumlah Putusan Perkara
Hukum:
Catatan:
e Kasasi
e Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
e PK e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan
e Index responden
Pengadilan Tingkat Index Kepuasan Pencari Keadilan
Pertama yang puas | Catatan
terhadap layanan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Pengadilan Tinggi Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index
Agama Padang Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
f Persentase
penyelesalan Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan X 100%
perka ra Ekonomi Jumlah Perkara Ekonomi Syariah
Syariah
Peningkatan a Persentase Salinan
Efektivitas Putusan Yang Jumlah salinan putusan yang dikirim
Dikirim ke ke Pengadilan Pengaju
Pengelolaan Pengadilan Pengaju x 100 %
Tepat Waktu Jumlah Putusan
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KINERJA
UTAMA
Penyelesaian

Perkara

INDIKATOR KINERJA

b Persentase putusan

yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online
dalam waktu 1 hari
sejak diputus

PENJELASAN

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang di upload dalam website

x 100 %

Jumlah putusan perkara

Persentase
Layanan Minutasi
Putusan Satu Hari
(One day
Minutation)

Jumlah putusan yang diminutasi 1 hari X 100%

Jumlah perkara yang diputus

Persentase

Layanan Publikasi
Putusan Satu Hari
(One day Publish)

Jumlah putusan yang dipublish dalam 1 hari X 100%

Jumlah putusan perkara

4. Program dan Kegiatan Strategis

Dengan adanya tujuan dan sasaran strategis menjadi arahan bagi Pengadilan

Tinggi Agama Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal

terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel dengan sasaran program Terselenggaranya penyelesaian

perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Padang.

Sasaran ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis yaitu

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah peningkatan Manajemen

Peradilan Agama dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Apatur Pengadilan yang kompeten dibidang hukum;
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2. Jumlah Kegiatan pelaksanaan Dukungan Manajemen Perkara;

Adapun rincian outputnya adalah :

1. Akreditasi Penjamin Mutu, dengan outputnya adalah implementasi Integrasi APM
dan ZI di Lingkungan Peradilan Agama;

2. Kompetensi SDM, dengan outputnya adalah Bimbingan Teknis Kepaniteraan
Peradilan Agama;

3. Monitoring Kebijakan Pelayan Peradilan, dengan outputnya Pembinaan dan
Pengawasan Layanan Peradilan;

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung RI dibuat dengan sasaran program Meningkatnya kualitas layanan dukungan
manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama
Padang. Adapun Kegiatannya adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kinerja kegiatan berupa :

1. Perolehan Opini WTP;

2. penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan;

3. realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Kegiatan ini dijabarkan menjadi beberapa output sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran, yang terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

2. Layanan Dukungan Manajemen, yang terdiri dari bimbingan teknis kesekretariatan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatannya
adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan
sasaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung
pelayanan peradilan. Sedangkan Output kegiatan adalah Layanan Sarana dan
Prasarana Internal dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran

2. Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

B. Rencana Kerja Tahun 2020

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan
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indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2020 (RKT) Pengadilan
Tinggi Agama Padang memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi

dasar bagi penetapan kesepakatan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja 2020
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Tabel 1.2
Rencana Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1. | Tewujudnya proses peradilan | Persentase sisa perkara
yang pasti, transparan dan | yang diselesaikan 100 %
akuntabel

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu 98 %

Persentase penurunan

sisa perkara 100 %
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya 70 %

hukum Kasasi dan PK

Indeks responden
pengadilan tingkat
pertama yang puas 90 %
terhadap layanan PTA
Padang
Persentase Penyelesaian 100 %
perkara ekonomi syariah
2. | Peningkatan efektifitas | Persentase salinan
pengelolaan  penyelesaian | putusan yang dikirim ke 100 %
perkara Pengadilan pengaju tepat
waktu
Persentase putusan yang
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi 100 %

syariah) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 (satu) hari
sejak diputus

Persentase Layanan 90%
Minutasi Putusan satu
hari (one day minutation
Persentase Layanan 90%
Publikasi Putusan satu
hari (one day publish)

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2020, berpedoman pada kesesuaian
antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan

pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung
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pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama

Padang mendapat pagu anggaran sebesar Rp 13.923.694.000. Jumlah tersebut

digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 3 program

sebagai berikut:

1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp

Badan Urusan Administrasi

13.520.648.000

2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan | Rp 181.000.000
Mahkamah Agung
3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 222.046.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini

pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada

tahun 2020 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja untuk mewujudkan target

kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir

yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja. Target

kinerja menunjukan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran stategis sesuai Indikator Kinerja Utama

yang bersifat outcome. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2020 :

Tabel I1.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No Sasaran Indikator Kinerja

1. | Tewujudnya proses peradilan | Persentase sisa perkara
yang pasti, transparan dan | yang diselesaikan
akuntabel

Target
100 %
Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu 98 %
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Sasaran

Indikator Kinerja

Persentase  penurunan
sisa perkara

100 %

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi dan PK

70 %

Indeks responden
pengadilan tingkat
pertama yang  puas
terhadap layanan PTA
Padang

90 %

Persentase penyelesaian
perkara ekonomi syariah

100%

Peningkatan
pengelolaan
perkara

efektifitas
penyelesaian

Persentase salinan
putusan yang dikirim ke
Pengadilan pengaju tepat
waktu

100 %

Persentase putusan yang
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang  dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 (satu) hari
sejak diputus

100 %

Persentase Layanan
Minutasi putusan Satu
Hari (One day minutation)

90%

Persentase Layanan
publikasi putusan Satu
Hari (One day publish)

90%
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PERINGATAN HARI ULANG TAMUN KE.74 KENER. CKAAN REPUBLIKINDONESIA TAHUN 3013

DIRGAWAYU | DONESIA Z
“SDM UNGGUL INI| /ONESIA MAIU”
PADANG, 7 AG1| TUS 3010 o

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020
dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut:

Capa Realisasi o
apaian = x 100%
Target

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 1.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sarasan Indikator Kinerja Target = Realisasi Capaian
Terwujudnya proses Persentase sisa
peradilan yang pasti, perkara yang 100% Nihil 100%
transparan dan akuntabel | diselesaikan
Persentase
i [0) [0)
penyelesaian perkara 98% 100% 102%
tepat waktu
Persentase
. o .
penurunan sisa 100% Nihil 100%
perkara
Persentase perkara
1 0, 0,
yang tidak 70% 74% 106%

mengajukan upaya
hukum kasasi dan PK
Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas 90% 90% 100%
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama Padang
Persentase
Penyelesaian Perkara | 100% | 100% 100%
Ekonomi Syariah

Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan

Pengelolaan Penyelesaian | putusan yang dikirim

Perkara ke Pengadilan Pengaju | 100% 100% 100%
Tepat Waktu

Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses 100% 100% 100%
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus

Persentase Layanan 90 % 100% 111%
Minutasi Satu Hari
(One Day Minutation)
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Sarasan Indikator Kinerja Target = Realisasi Capaian

Layanan Publikasi 90% 100% 111%
Putusan Satu Hari
(One Day Publish)

Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

1

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Hasil dari penilaian tersebut dapat membuat kesimpulan bahwa jika nilai realisasi
lebih tinggi dari pada target yang telah ditetapkan maka menunjukan bahwa capaian
kinerja semakin baik. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan
analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian strategi

Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Secara umum dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2020
Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah mencapai
keberhasilan dengan baik yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja secara

strategis yang telah ditetapkan tahun 2020.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang

dimulai sejak perkara didaftar sampai dengan diputus dapat berjalan secara efektifitas dan
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efesien, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Agama Padang. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6
(enam) indikator. Pencapaian terget indikator sasaran ini pada tahun 2020 dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 111.2
Pencapaian Target Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Realisasi
Indikator Kinerja Target 2020 Capaian 2020
2020

1 Persentase sisa perkara

yang diselesaikan 100% Nihil 100%
2 Persentase penyelesaian

perkara tepat waktu 98% 100% 102%
3 Persentase penurunan

sisa perkara 100% Nihil 100%
4 Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya 70% 74% 106%

hukum kasasi dan PK
5 Index responden

Pengadilan Tingkat 90% 90% 100%

Pertama yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi Agama

Padang
6 Persentase Peny.(elesa{an 100% 100% 100%

Perkara Ekonomi Syariah

1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada Indikator Kinerja 1, yaitu : Persentase sisa
perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu membandingkan jumlah

sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan

jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Rumus tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan

1009
Jumlah Sisa PerkaraYang Harus Diselesaikan . %

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



Tabel 111.3
Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2020

Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Target 2020 2020 2020

Persentase sisa
1 perkara yang 100% Nihil 100%
diselesaiakan

Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian sisa perkara
adalah 100%, realisasi adalah nihil, dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada sisa
perkara yang harus diselesaikan, sehingga capaian pada indikator sisa perkara yang
harus diselesaikan pada tahun 2020, adalah 100%. Hal ini disebabkan jika capaian
pada indikator dihitung dengan menggunakan rumus yang disediakan hasilnya adalah
0 (nihil), maka kami menggunakan logika kinerja untuk menghitungnya, yaitu pada
tahun 2019 tidak menyisakan perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020,
sehingga pada tahun 2020 realisasinya memang tidak ada kenerja penyelesaian sisa
perkara, maka bisa diartikan pada tahun 2020 capaian kinerja indikator penyelesaian
sisa perkara tahun 2019 adalah tercapai (100%).

Gambaran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam penyelesaian sisa
perkara pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 — 2020 dengan membandingkan
sumber daya :

v" Tahun 2018 terdapat sisa perkara sebanyak 6 perkara, jumlah SDM hakim 12
orang dan Panitera Pengganti 11 orang.

v" Tahun 2019 tidak terdapat sisa perkara, jumlah SDM hakim 11 orang dan
Panitera Pengganti 9 orang.

v" Tahun 2020 juga tidak terdapat sisa perkara, jumlah SDM hakim 11 orang dan 13
orang.

Untuk sisa perkara pada tahun 2018 telah tuntas diselesaikan pada tahun 2019, dan

dua tahun terakhir Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak terdapat sisa perkara

karena diselesaikan tepat waktu dalam waktu yang ditentukan sesuai SOP yang tidak

lebih dari 30 hari (satu bulan).
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2. Penjelasan sasaran stategis 1 pada Indikator Kinerja 2 yaitu Persentase perkara

yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak memiliki sisa

perkara yang belum diputus pada tahun 2019 dan perkara yang masuk atau

terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2020 sebanyak 61

perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2020 adalah sebanyak 61 perkara

dan semua beban perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2020 atau

telah diputus sebanyak 61 perkara. Ini artinya bahwa di tahun 2020 Pengadilan

Tinggi Agama Padang berkinerja sangat baik tanpa meninggalkan sisa perkara dan

dengan waktu putus yang relatif singkat yaitu ada beberapa perkara yang kurang

dari 1 bulan sudah diputus dan tidak ada perkara yang diputus lebih dari 3 bulan.

Pengadilan

Pengaju

Tabel 1.4

Tabel penyelesain perkara tahun 2020

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Tanggal

Daftar

Putus

1 | Batu sangkar 1/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 02/01/2020 | 21/01/2020
2 | Payakumbuh 2/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Wakaf 02/01/2020 | 06/02/2020
3 | Payakumbuh 3/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 02/01/2020 | 06/02/2020
4 | Padang 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 02/01/2020 | 30/01/2020
5 | Padang 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 03/01/2020 | 14/02/2020
6 | Sijunjung 6/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 03/01/2020 | 06/02/2020
7 | Sawah lunto 7/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 09/01/2020 | 25/02/2020
8 | Bukittinggi 8/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 09/01/2020 | 21/01/2020
9 | Pulau punjung 9/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 09/01/2020 | 03/02/2020
10 | Talu 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 20/01/2020 | 18/02/2020
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Pengadilan

Pengaju

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Tanggal

Daftar

Putus

11 | Padang 11/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 20/01/2020 | 05/03/2020
12 | Sijunjung 12/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 22/01/2020 | 05/03/2020
13 | Painan 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 27/01/2020 | 12/02/2020
14 | Painan 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Penguasaan 27/01/2020 | 26/03/2020
Anak
15 | Lubuk basung 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 27/01/2020 | 10/03/2020
16 | Padang 16/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Lain-Lain 28/01/2020 | 12/03/2020
17 | Lubuk sikaping 17/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 30/01/2020 | 26/03/2020
18 | Payakumbuh 18/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 03/02/2020 | 26/03/2020
19 | Payakumbuh 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 03/02/2020 | 17/03/2020
20 | Solok 20/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 10/02/2020 | 23/03/2020
21 | Payakumbuh 21/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 10/02/2020 | 04/03/2020
22 | Painan 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 10/02/2020 | 16/04/2020
23 | Talu 23/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 03/03/2020 | 17/03/2020
24 | Padang 24/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 06/03/2020 | 16/04/2020
25 | Bukittinggi 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 06/03/2020 | 09/04/2020
26 | Koto baru 26/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 09/03/2020 | 24/03/2020
27 | Talu 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 23/03/2020 | 16/04/2020
28 | Tanjung pati 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 26/03/2020 | 11/05/2020
29 | Talu 29/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 27/03/2020 | 22/04/2020
30 | Bukittinggi 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 09/04/2020 | 25/06/2020
31 | Batu sangkar 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 14/04/2020 | 14/05/2020
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Tanggal

Pengadilan

Nomor Perkara Jenis Perkara

Pengaju

Daftar

Putus

32 | Padang 32/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 16/04/2020 | 12/05/2020
33 | Padang 33/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 21/04/2020 | 13/05/2020
34 | Padang 34/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 27/04/2020 | 14/05/2020
35 | Bukittinggi 35/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 18/05/2020 | 30/07/2020
36 | Painan 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 02/06/2020 | 22/06/2020
37 | Bukittinggi 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 04/06/2020 | 15/06/2020
38 | Sijunjung 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 04/06/2020 | 29/06/2020
39 | Padang 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 06/07/2020 | 30/07/2020
40 | Painan 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 23/07/2020 | 19/08/2020
471 | Bukittinggi 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 10/08/2020 | 26/08/2020
42 | Pariaman 42/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 18/08/2020 | 26/08/2020
43 | Pulau punjung 43/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 25/08/2020 | 17/09/2020
44 | Padang 44/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 02/09/2020 | 29/09/2020
45 | Lubuk basung 45/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 04/09/2020 | 16/09/2020
46 | Bukittinggi 46/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 07/09/2020 | 05/10/2020
47 | Pariaman 47/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 09/09/2020 | 08/10/2020
48 | Talu 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Kewarisan 14/09/2020 | 30/09/2020
49 | Lubuk basung 49/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 22/09/2020 | 15/10/2020
50 | Bukit 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Lain-Lain 22/09/2020 | 21/10/2020
51 | Padang 51/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 15/10/2020 | 11/11/2020
52 | Padang 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 09/11/2020 | 08/12/2020
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Pengadilan

Pengaju

Nomor Perkara

Jenis Perkara

Tanggal

Daftar

Putus

53 | Padang 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Ekonomi 09/11/2020 | 08/12/2020
Syariah
54 | Bukittinggi 54/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Lain-Lain 09/11/2020 | 02/12/2020
55 | Talu 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 09/11/2020 | 26/11/2020
56 | Padang 56/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 23/11/2020 | 17/12/2020
57 | Padang 57/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 27/11/2020 | 16/12/2020
58 | Bukittinggi 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Gugat 27/11/2020 | 22/12/2020
59 | Payakumbuh 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 07/12/2020 | 16/12/2020
60 | Talu 60/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Harta Bersama | 11/12/2020 | 30/12/2020
61 | Painan 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | Cerai Talak 11/12/2020 | 18/12/2020

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel Ill.5
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

Realisasi
2020

Capaian
2020

Indikator Kinerja

Target 2020

Persentase perkara
2 yang diselesaikan
tepat waktu

98% 100% 102%

Untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat diukur
dengan membandingkan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah
perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya jika

ada. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan

0,
Jumlah Perkara Yang Ada x100%

Dari rumus tersebut, capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat
dihitung sebagai berikut:

= Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020

adalah =2 x 100 % = 100%

= Capaian kinerja tahun 2020 = % x 100 % =102 %
Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian perkara yang
diselesaikan tepat waktu adalah 98 %. Dimana realisasi perkara yang diselesaikan
tepat waktu adalah 100% melebihi dari target yang ditetapkan 98%, sehingga capaian

kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu sebesar 102 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capai kinerja tahun 2020 dengan 3

tahun terakhir.

Tabel 1ll.6
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Tahun 2018 s.d 2020

Capaian
Target Realisasi Capaian

2020 2020 2020

Indikator Kinerja

2018 2019

Persentase
penyelesaian

2 98% 100% 102% 102% 100%
perkara tepat
waktu
Grafik 111.1
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Tahun 2018 s.d 2020
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Pada 3 tahun terakhir ini kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait dengan
capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu dari segi persentase
mengalami naik turun yaitu pada tahun 2018 capaiannya sebesar 102%, tahun
2019 sebesar 100% dan tahun 2020 sebesar 102%.

Kondisi ini menunjukan peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang

karena dapat mencapai target bahkan melebihinya, dimana perkara yang diterima

telah dapat diselesaikan 100%, tanpa ada sisa perkara pada akhir tahun.

Tabel 111.7
Penyelesaian perkara Pengadilan Tingg Agama Padang
Tahun 2018 s.d 2020.
. % perkara
NEERELDT °P
Tahun Masuk  Putus VELT
lalu . .
diselesaikan
1 2018 54 48 0 89% 6
2 2019 64 64 0 100% 0
3 2020 61 61 0 100% 0
Grafik I11.2
Persentase Penyelesaian perkara Pengadilan Tingg Agama Padang
Tahun 2018 s.d 2020
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Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu, bisa dikatakan
berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Keberhasilan pada
indikator kedua ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian
perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel. Berdasarkan SOP
penyelesaian perkara sejak perkara diterima, dan didaftar sebagai perkara
banding adalah maksimal pada hari kedua dan pada hari ketiga adalah ditetapkan
Majelis hakimnya, akan tetapi pada hari pertama rata-rata perkara yang diterima
tahun 2020 sudah di tetapkan Majelis hakimnya dan hal ini sangat mempengaruhi

terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu.

Analisis atas efisiensi sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat jika kita membandingkan
antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di
Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berikut tabel peneyelesaian perkara 5 tahun
terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2020, yaitu dengan membandingkan jumlah perkara
yang diputus dengan jumlah perkara masuk:
Tabel 111.8

Perkara diputus dan masuk serta jumlah SDM hakim dan
Panitera Pengganti tahun 2016 s.d 2020

Putus Masuk
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1 2016 40 40 100 19 11
2 2017 49 49 100 16 11
3 2018 48 54 89 12 11
4 2019 70 64 100 11 9
5 2020 61 61 100 11 13
Grafik 1113
Persentase Perkara diputus dan masuk serta jumlah SDM hakim dan
Panitera Pengganti tahun 2016 s.d 2020
102 10 100
100 o 100 100
98
96
94
92
90
88 89
86
84
82

Tahun 2016  Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Gambaran efisiensi sumber daya terhadap penyelesaian perkara tepat
waktu di Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2016 s.d 2020 dengan
membandingkan perkara masuk dan putus dengan jumlah SDM Hakim dan
Fungsional Kepaniteraan (Panitera Pengganti)

a. Tahun 2016 =40 : 40 (100 %) jumlah Hakim 19 orang dan Panitera
Pengganti 11 orang.

b. Tahun 2017 =49 : 49 (100 %) jumlah Hakim 16 orang dan Panitera
Pengganti 11 orang.

c. Tahun 2018 =54 : 48 (89 %) jumlah Hakim 12 orang dan Panitera Pengganti
11 orang.

d. Tahun 2019 =70:70 (100 %) jumlah Hakim 11 orang dan Panitera Pengganti
9 orang.

e. Tahun 2020 =61:61 (100 %) Jumlah Hakim 11 orang dan Panitera Pengganti
13 orang.
Penyelesaian perkara tepat waktu pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Tinggi

Agama Padang sudah sangat baik dalam melakukan efesiensi pemanfaatan SDM

hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti), terbukti dengan
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penyelesaian perkara sudah mencapai 100 % kecuali pada tahun 2018,
capaiannya 89% hal itu dikarenakan terjadi pengurangan SDM hakim yang pada
tahun sebelumnya 16 orang bekurang menjadi 12 orang hakim.

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang masih konsisten dalam
efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera
Pengganti) hal ini dapat dilihat penyelesaian perkara tetap 100 % walaupun pada
akhir tahun 2020 SDM Hakim berkurang karena mutasi dan pensiun hanya
tinggal 9 orang hakim dan 13 fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti).
Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian
perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP
penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara

tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapain kinerja.

Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu ini sangat ditunjang
oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan 04 yang menbantu dalam rangka
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional
perkantoran dengan baik. Selain itu pada program peningkatan sarana prasarana
aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk
membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu, diantaranya
adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP, Penyediaan

fasilitas internet.

3. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 3 yaitu Persentase penurunan sisa
perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa

perkara tahun sebelumnya dengan jumlah sisa perkara tahun berjalan. Indikator

ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam rangka percepatan penyelesaian

perkara dan pengurangan sisa perkara pada tahun berjalan. Rumus tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut:

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



Tnl — Tn

0
Tni x100%

Tahun 2019 tidak terdapat sisa perkara (0), sedangkan perkara yang masuk
selama tahun 2020 adalah sebanyak 61 perkara dan yang diputus pada tahun 2020
adalah 61 perkara. Sehingga semua perkara pada tahun 2020 dapat diselesaikan atau
tidak ada sisa perkara pada tahun tersebut.

Oleh karena pada awal tahun 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak
terdapat sisa perkara O (nihil), dan pada tahun 2020 juga tidak ada sisa perkara, maka
indikator penurunan sisa perkara untuk tahun 2020 adalah 100%. Hal ini disebabkan
jika capaian pada indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus yang disediakan
hasilnya adalah 0 (nihil), maka kami menggunakan logika kinerja untuk
menghitungnya, yaitu pada tahun 2019 tidak ada sisa perkara dan pada tahun 2020
juga tidak ada sisa perkara, maka pada tahun 2020 tidak ada penurunan sisa perkara,
sehingga realisasinya memang tidak ada kenerja peenurunan sisa perkara, maka bisa
diartikan pada tahun 2020 capaian kinerja indicator penurunan sisa perkara tahun

2020 telah tercapai (100%).

Tabel 111.9
Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Capaian
Kinerja

Sisa perkara Sisa perkara
tahun 2019 tahun 2020

Target Realisasi

0 0 100% Nihil 100%

4. Penjelasan sasaran strategis | pada Indikator Kinerja 4 yaitu Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Kasasi dan
PK) dengan jumlah putusan pada tahun berjalan.
Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas
kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan

tingkat banding. Jika semakin sedikit para pihak yang berperkara yang mengajukan
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upaya hukum kasasi dan PK maka dapat diartikan para pihak tersebut semakin puas
terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding.
Untuk menghitung persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Kasasi dan PK dapat digunakan rumus sebagai berikut:

umlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
] g gq pay x100%

Jumlah Putusan Perkara

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 111.10
Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi dan PK

Realisasi Capaian
2020 2020

Indikator Kinerja Target 2020

Persentase perkara

4 yang tidak 70% 74% 106%
mengajukan upaya
hukum kasasi dan PK

Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi dan PK adalah 70 %. Dari 61 perkara yang diputus
oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2020. Dari perkara yang diputus
tersebut sebanyak 16 perkara yanag mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 45.

Sehingga realisasi kinerja indikator ini, perkara yang tidak kasasi persentasenya
adalah 45/61 x 100% = 74%. Dan persentase yang mengajukan kasasi menjadi 16/61
x 100% = 26%.

Untuk kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
persentasenya melebihi target yaitu sebesar 74%, sehingga capaian kinerja pada
indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (74/70) x 100 %
= sebesar 106%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan

beberapa tahun terakhir.

Tabel 111.11
Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi dan PK Tahun 2018 s.d 2020

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



Capaian

Indikator Kinerja Target Realisasi ~ Capaian

2020 2020 2020 2018 2019

Persentase perkara
yang tidak mengajukan

[0) [0) 0, 0, 0,
4 upaya hukum kasasi 70% 74% 106% 89% 86%
dan PK
Grafik 1.4
Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi dan PK Tahun 2018 s.d 2020
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Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capaian
kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami fluktuasi
naik turun yaitu :

1.  Tahun 2018 capaian 89% dari perkara yang diputus 48 perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi adalah 34 perkara (70%).

2. Tahun 2019 capaian 86% dari perkara yang diputus 70 perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi adalah 43 perkara (61%).

3. Tahun 2020 capaian 106% dari perkara yang diputus 61 perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi adalah 45 perkara (73%).
Dari perbandingan capaian 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa Pengadilan
Tinggi Agama Padang pada tahun 2020 dapat memberikan peningkatan
kepuasan masyarakat melalui putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Padang

dengan capain yang sangat baik.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan.
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Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK
tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan karena
capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 106% (tidak kasasi). Keberhasilan
pada indikator ini dikarenakan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim tinggi
sangat baik, sehingga menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan dan
tidak mengajukan upaya hukum kasasi atau PK. Kualitas perkara yang baik dapat
dihasilkan oleh SDM vyang berkualitas dan frofesional serta menggunakan
manajemen perkara yang baik dalam penyelesaian perkaranya.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti selalu konsisten menggunakan SOP
penyelesaian perkara dan didukung dengan adanya aplikasi SIPP yang sangat

membantu dalam kinerja penyelesaian perkara.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK dapat terlihat jika kita
membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah SDM
hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan
Tinggi Agama Padang.

Gambaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di
Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2018 s.d 2020 dengan membandingkan
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah SDM hakim

dan Panitera Pengganti.

Tabel 11l.12
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK
serta jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti tahun 2018 s.d 2020

Jumlah Perkara

Perkara . Tidak T|d§k SDIYI SDM PP
. dimohonkan | mengajukan Hakim
banding :
kasasi PK
2018 48 34 0 12 11
2019 70 43 0 11 9
2020 61 45 0 11 13
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Grafik 1.5
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK
serta jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti tahun 2018 s.d 2020
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Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi pada 3 tahun terakhir dapat dikatakan cukup banyak yaitu
diatas 70%. Artinya dalam 3 tahun terakhir kualitas perkara yang dihasilkan oleh
hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sangat baik, pada tahun 2020 kinerja SDM
hakim dan fungsional kepaniteraan sangat baik, dengan komposisi hakim di awal
tahun berjumlah 13 orang dan pada akhir tahun menurun hanya berjumlah 9

orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan Panitera Pengganti 13 orang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian.

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di
tahun 2020 ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil
adalah antara lain karena kualitas putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang
yang sangat baik dan juga disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen dan
Pelaaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04

Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka
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menciptakan sunber daya manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya
operasional perkantoran dengan baik, serta kebijakan Dirjen Badilag tentang one
day munite dan one day publis menuju peradilan yang modern yang disikapi dan
diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selian itu pada
program peningkatran sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, telah
mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja
hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal mana
menghasilkan putusan perkara banding yang berkualitas dan adil, sehingga
berimplikasi terhadap banyaknya putusan perkara banding yang tidak diajukan

upaya hukum kasasi dan PK.

5. Penjelasan sasaran strategis | pada indikator 5 yaitu Indeks responden pengadilan
tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Agama Padang diketahui melaui survey kepuasan yang dilakukan
Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan pengadilan tingkat pertama atas
pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan tingkat
banding. Semakin tinggi index responden, semakin bagus pelayanan yang diberikan
Pengadilan Tinggi Agama Padang. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah index
responden, berarti semakin rendah atau buruk pelayanan yang diberikan Pengadilan
Tinggi Agama Padang.

Untuk memperoleh index responden, pertama dicari nilai survey dengan
menggunakan istilah "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.
Nilai tersebut dihitung dengan membagi jumlah bobot dengan unsur. Selanjutnya,
untuk memperoleh index responden unit pelayanan, digunakan rumus sebagai

berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per unsur

Total Unsur Terisi X Nilai Penimbang

a. Perbandingan antara target dan realisasi kenerja tahun 2020

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



Tabel 111.13
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Target 2020
2020 2020

Indeks responden
5 pengadilan tingkat 90% 90% 100%
pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama Padang

Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator Indeks responden
pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
Padang adalah 90%.

Realisasi kinerja indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi pelayanan publik
dengan survey yang telah dilakukan pada periode ke-2 pada tahun 2020 oleh
Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 Mei
2020 secara e-survey dengan respondennya seluruh pegawai pengadilan agama
dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, termasuk tenaga honorer. Pengolahan
lengkap data tersebut hingga menghasilkan index responden tersedia pada Laporan
Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Padang
Periode ke-2 tahun 2020. Index responden tersebut diperoleh sebesar 90%.

Dengan demikian, kinerja indeks responden pengadilan tingkat pertama yang
puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai target yaitu sebesar
90%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks responden pengadilan tingkat
pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah

(90%/90%) x 100 % = 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan

beberapa tahun terakhir.

Tabel 111.14
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2018 s.d 2020

N . . Target Realisasi Capaian Capaian
o UG [ IRErE 2020 2020 2020 | 2018 2019
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kinerja Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan

Indeks responden
pengadilan tingkat
pertama yang puas

5 90% 90% 100% 99% 92%
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Agama
Padang
Grafik I11.6
Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2018 s.d 2020
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Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capaian

Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami fluktuasi naik turun vyaitu :

1.
2. Tahun 2019 capaian turun 7 poin ke angka 92%.
3. Tahun 2020 capaian naik menjadi 100%

C.

Tahun 2018 capaian 99%.

Dari perbandingan capaian 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa Pengadilan

Tinggi Agama Padang pada tahun 2020 dapat memberikan pelayanan yang

memuaskan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan.

Pada Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap

layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang

berhasil mewujudkan karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar

100% (sesuai target). Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan kualitas

pelayanan kepada pengadilan agama se-Sumatera Barat yang diberikan oleh
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supporting unit sangat baik, sehingga menimbulkan kepuasan pada pengadilan
agama. Kualitas pelayanan yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas
dan profesional serta menggunakan birokrasi yang baik dalam memberikan
pelayanan.

Personil pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan selalu konsisten
menggunakan SOP pelayanan dan didukung dengan adanya aplikasi pendukung
pada bagian supporting unit yang sangat membantu dalam kinerja pemberian

pelayanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator indeks
responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama Padang dapat terlihat pada nilai unsur pelayanan yang semuanya
diatas 3,56 pada skala 4 atau jika dikonversi ke skala 100, berada diatas 89.
Dimana pada tabel mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun
2017, mutu pelayanan A diperoleh untuk nilai interval konversi SKM (Survey
Kepuasan masyarakat) pada kisaran 88,31 — 100. Dengan mutu pelayanan A,
didefenisikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki kinerja unit
pelayanan sangat baik.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian

Pada indikator indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang di tahun 2020 ini, program
yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara lain karena
munculnya inovasi-inovasi Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sangat baik dan
juga disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka
menciptakan sunber daya manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya
operasional perkantoran dengan baik, Selain itu pada program peningkatan
sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, telah mendukung dengan
pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja kepaniteraan dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
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Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Publik untuk itu Pengadilan
Tinggi Agama Padang melakukan survei kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan
publik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik. Survei ini dilakukan dengan cara meyebarkan kuesioner survei
kepada responden terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Yang menjadi
responden bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Pengadilan Agama se wilayah
hukum Sumatera Barat.

Survei kepuasan masyakat memiliki 9 (sembilan) unsur indeks responden pengadilan
tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah
sebagai berikut:

1. Prosedur

Persyaratan layanan;

Biaya layanan;

Waktu layanan;

Jangka waktu layanan;

Responsifitas layanan;

Kecakapan SDM;

Sarana/ prasarana layanan;

w 0 N O ke W N

Fasilitas pengaduan.

Untuk menghitung hasil survei sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun
2017 dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur. Nilai

rata-rata tertimbang tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Total darinilai persepsi Per Unsur . .
SKM = — x Nilai tertimbang
Total Unsur yang terisi

Nilai mutu pelayanan :
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Nilai Int'erval Mutu Pelayanan Klnerja Unit
Konversi (NIK) Layanan
1 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 76,61 — 88,30 B Baik
4 88,31 — 100,00 A Sangat Baik

Hasil survei pengadilan tingkat pertama terhadap pelayanan publik Pengadilan Tinggi

Agama Padang adalah sebagai berikut:

=  Responden Survei adalah sebanyak 528 responden;

=  Hasil perhitungan indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang:

Tabel I1l.15

Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang

NILAI UNSUR PELAYANAN

Keterangan

Uil U2 us u4a U5 U6 U7 U8 U9
Nilai Rata-Rata 3,57 358 | 362 |361]3,60]360]360]3,60| 359
NRR Tertimbang 0,4 0,4 0,4 04 | 04 | 04 |04 |04 | 04
Jumlah Nilai 3,6
Tertimbang
Nilai Penimbang 25
Survei Kepuasan

90 A Sangat Baik
Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk tahun 2020 di peroleh

sebesar 90% dan masuk pada kategori A (Sangat Baik) sedangkan target indeks

responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Agama Padang adalah 90% dimana tidak terdapat kurang capaian dari target yang

ditetapkan. Maka capaian kinerja adalah sebesar:
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= (Capaian kinerja tahun 2020 = %x 100% = 100%
Target Realisasi Capaian Kinerja

90% 90% 100%

Dengan telah tercapainya kepuasan terhadap pelayanan sesuai target maka
Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil mewujudkan harapan pengadilan

agama se-Sumatera Barat di bidang pelayanan oleh supporting unit.

6. Penjelasan sasaran strategis | pada Indikator Kinerja 6 vyaitu Persentase

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah adalah
perbandingan jumlah perkara ekonomi Syariah yang diselesaikan dengan jumlah
perkara ekonomi Syariah yang masuk/diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Indikator ini merupakan tolak ukur penyelesaian perkara yang menjadi
perhatian masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus dalam
penyelesaiannya. Untuk menilai indikator persentase Penyelesaian Perkara Ekonomi

Syariah menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Pekara Ekonomi Syariah Yang Diselesaikan

1009
Jumlah Perkara Ekonomi Syariah x %

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 11l.16
Persentase Perkara Ekonomi Syariah yang Diselesaikan

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Target 2020
2020 2020

Persentase perkara
6 ekonomi Syariah yang 100% 100% 100%
diselesaikan
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Target pada tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator perkara Ekonomi
Syariah yang diselesaikan adalah 100%. Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020
menerima perkara sebanyak 61 perkara, dan dari serjumlah tersebut terdapat 1 (satu)
perkara Ekonomi Syariah, dan telah diselesaikan/diputuskan sebanyak 1 (satu)
perkara, oleh karena itu realisasi pada indikator penyelesaian perkara ekonomi syariah
pada tahun 2020 adalah 100%.

= Realisasi penyelesaian perkara ekonomi syariah tahun 2020

=% x 100 % = 100 %

Dan capaia kinerja pada indikator penyelesaian perkara ekonomi Syariah adalah

100%.

= Capaian kinerja tahun 2020 = %x 100 % = 100 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan

beberapa tahun terakhir.

Tabel Il.17
Persentase Perkara Ekonomi Syariah yang Diselesaikan
Tahun 2018 s.d 2020

Capaian

Indikator Kinerja Target = Realisasi = Capaian

2020 2020 2020
2018 2019

Persentase perkara

ekonomi Syariah yang 100%
100% 100% 100% | -

diselesaikan
Grafik 111.7
Persentase Perkara Ekonomi Syariah yang Diselesaikan
Tahun 2018 s.d 2020
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Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capain kinerja perkara
ekonomi Syariah yang diselesaikan tidak bisa membandingkan dengan capaian
pada beberapa tahun yang lalu karena indikator ini baru ditetapkan sejak tahun
2019, oleh karena itu hanya bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019.
Capaian indikator perkara ekonomi syariah yang diselesaikan selama 2 tahun
terakhir ini sangat baik sesuai target yang ditetapkan dan capaiannya adalah

sebesar 100%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan.

Pada indikator perkara ekonomi Syariah yang diselesaikan, Pengadilan
Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan target yang ditetapkan karena capaian
kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan dalam menyelesaikan perkara
ekonomi Syariah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan secara
khusus majelis hakim yang secara khusus menyelesaiakan perkara ekonomi
Syariah (perkara yang menarik perhatian masyarakat). Faktor lain yang menunjang
keberhasilan adalah telah tersedianya SOP yang secara konsisten dilaksanakan
dan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap yang berdampak terhadap

peenyelesaian perkara ekonomi Syariah tahun 2020.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
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Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator
perkara ekonomi Syariah vyang diselesaikan dapat terlihat jika kita
membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara ekonomi Syariah yang
diselesaikan dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera
Pengganti) yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Gambaran perkara ekonomi Syariah yang diterima pada 2 tahun terakhir
ini di Pengadilan Tinggi Agama Padang vyaitu tahun 2019 dan 2020 dengan
membandingkan dengan jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti.

Perkara ekonomi Syariah yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama
Padang 2 tahun terakhir memang tidak banyak yaitu setiap tahunnya hanya 1
perkara yang diselesaikan. Akan tetapi untuk menyelesaikan perkara ekomomi
Syariah sangatlah diperlukan SDM hakim yang memang berkompenten dalam
bidang ekonomi Syariah dan telah mempunyai sertifikat. Penyelesaian perkara
ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah sangat tepat karena

diputus oleh Majelis hakim dengan SDM hakim yang telah bersetifikat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian.

Pada indikator perkara ekonomi Syariah yang diselesaikan, program yang
menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara lain karena SDM
hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sudah bersertifikat dan juga
disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program Peningkatan
Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya operasional perkantoran dengan
baik. Selian itu pada program peningkatran sarana prasarana aparatur Mahkamah
Agung, telah mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk
meningkatkan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya.
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Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran strategis pertama, dimana untuk
terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, perlu diiringi oleh
peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga pelayanan hukum
bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Untuk terselenggaraanya tugas dan
tercapainya sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyusun strategi
kedua yang dituangkan dalam bentuk indikator kenerja tahun 2020 sebagai tabel

dibawah ini.

Tabel 111.18
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Realisasi Capaian
1 Persentase Salinan 100% 100% 100%
putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
2 Persentase putusan 100% 100% 100%

perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus

3 Persentase Layanan 90 % 100% 111%
Minutasi Satu Hari
(One Day Minutation)
4 Layanan Publikasi 90% 100% 111%
Putusan Satu Hari (One
Day Publish)

Penjelasan sasaran strategis 2 pada Indikator Kinerja 1 yaitu Persentase salinan

putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Indikator Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan

agama pengaju dengan jumlah putusan yang ada pada tahun berjalan.
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Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama
Padang di dalam mengirimkan salinaan putusan oleh majelis hakim tingkat banding
kepada pengadilan agama pengaju secara cepat, tepat waktu agar para pihak pencari

keadilan dapat segera mengetahui keputusan dari perkaranya.

Indikator ini dapat dihitung dengan rumus:

Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju

x100%

Jumlah Putusan
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a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 111.19
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim
Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020

Realisasi Capaian
2020 2020

Indikator Kinerja Target 2020

Persentase  Salinan
putusan yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

100% 100% 100%

Target pada tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator Salinan putusan yang
dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu adalah 100%. Perkara yang telah
diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020 sebanyak 61 perkara, sudah
diselesaikan atau dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sejumlah 61 salinan
putusan ke pengadilan agama pengaju. Oleh karena itu realiasasi pada indikator ini
pada tahun 2020 adalah 100%.

Dari rumus indikator kinerja, capaian persentase salinan putusan yang dikirim

ke Pengadilan pengaju tepat dapat dihitung sebagai berikut:

= Realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengaju tepat waktu tahun 2020 =

2 %100 % = 100 %
61
= (Capaian kinerja tahun 2020 = %x 100 % =100 %
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan

beberapa tahun terakhir.

Tabel 111.20
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim
Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tahun 2018 s.d 2020
o : Capaian
No | Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
2020 2020 2020
2018 2019
Persentase Salinan
putusan yang
1 dikirim ke 100% 100% 100% 109% 100%
Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
Grafik 111.8
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim
Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Tahun 2018 s.d 2020
108
106
104
102 100 100
100 O
98
96
94
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait
capain kinerja salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat
waktu selalu mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
Capaian kinerjanya pada tahun 2018 adalah sebesar 109%, tahun 2019 sebesar
100%, tahun 2020 sebesar 100%.

Tahun 2020 pada indikator ini Pengadilan Tinggi Agama Padang vaitu dalam
penyampaian Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju selalu

konsisten dan tepat waktu.
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Berikut gambaran jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu ke

pengadilan agama pengaju pada 3 tahun terakhir.

Tabel 111.21
Keadaan Perkara dan Salinan Putusan yang dikirim
Tahun 2018 s.d 2020
Sisa Salinan
Tahun Masuk Putus Putusan
lalu dikirim
2018 0 54 48 48
2019 6 64 70 70
2020 0 61 61 61

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan.

Pada indikator salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju
tepat waktu, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan karena
capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada
indikator ini pertama dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap
penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh
hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga
salinan putusan yang diambil dari putusan asli produk hakim tinggi bisa langsung
dibuat dan dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu. Faktor lain yang
menunjang keberhasilan indikator ini adalah sudah adanya SOP yang baku dan
aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDM hakim dan fungsional
kepaniteraan. Kedua adanya penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dari
bagian kesekretariatan yang sangat menunjang pelaksanaan tupoksi khususnya
pada pengiriman Salinan putusan ke pengadilan agama pengaju secara tepat

waktu.
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d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator
pengiriman salinan putusan ke pengadilan agama pengaju tepat waktu dapat
terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara
dengan jumlah salinan putusan yang dikirm ke pengadilan agama pengaju secara
tepat waktu, dikaitkan dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan
(Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah pengiriman
saalinan putusan di Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2018 s.d 2020 dengan

membandingkan jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti.

Tabel 111.22
Jumlah perkara yang Salinan putusannya dikirim ke
pengadilan agama pengaju Tahun 2018 s.d 2020

Jumlah Perkara

Salinan

Tahun Perkara Perkara putusan SDM SIbug 717
Hakim
masuk putus yang

dikirim
2018 54 48 48 12 11
2019 64 70 70 11 9
2020 61 61 61 11 13

Pada 3 tahun terakhir terkait jumlah Salinan yang dikirim ke pengadilan
agama pengaju tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dikatakan
sudah sangat baik dikarenakan semua Salinan putusan dari perkara yang diputus
pada tahun berjalan selalu laangsung dikirimkan ke pengadilan agama pengaju
secara tepat waktu. Hal itu dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir capaian kinerja
pada indikator ini selalu 100%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian.

Pada indikator pengiriman Salinan putusan ke pengadilan agama pengaju
tepat waktu di tahun 2020 ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator
ini berhasil adalah antara lain karena Program Dukungan Manajemen dan
Pelaaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04
Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka

menciptakan sunber daya manusia yang berkualitas, melalui pembinaan dan
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2.

peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran
dengan baik, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan
peralatan kantor dan operasional lainnya.

Selian itu pada program peningkatran sarana prasarana aparatur
Mahkamah Agung, telah mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk
meningkatkan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, khususnya dalam pengiriman Salinan putusan ke pengadilan

agama pengaju secara tepat waktu.

Penjelasan Sasaran strategis 2 pada Indikator Kinerja 2 yaitu Presentase Putusan yang
menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

Indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus merupakan
perbandingan antara jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
Syariah) dengan upload ke web dalam satu hari setelah diputus.

Indikator ini merupakan tolak ukur penyelesaian akses informasi yang terbuka,
cepat, transparan dan akuntabel oleh Peradilan Tinggi Agama Padang atas informasi
perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) secara online
1 hari sejak perkara tersebut diputus.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kenerja tahun 2020

Tabel I11.23
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2020
. . Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Target 2020 2020 2020
2 Putusan yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses 100% 100% 100%
secara online dalam
waktu 1 (satu) hari
sejak diputus

Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator Putusan yang menarik

perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam
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waktu 1 (satu) hari sejak diputus adalah 100 %. Perkara ekonomi Syariah yang diputus
pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara, dan telah di upload pada saat perkara
diputus/pada hari yang sama di Direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Sehingga capaian pada indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak
diputus adalah 100%.

Untuk menilai indikator persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website 0
x 100%

Jumlah putusan perkara

Realisasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) diputus tahun 2020 = % x 100 % = 100 %

= Capaian kinerja tahun 2020 = % x 100 % = 100 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan
beberapa tahun terakhir.

Tabel 111.24
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2018 s.d 2020

Capaian
Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian >

No
2020 2020 2020 2018 2019

Putusan yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang
2 | dapat diakses secara 100% | 100% | 100% | 109% | 100%
online dalam waktu 1
(satu) hari sejak diputus
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Grafik 111.9
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2018 s.d 2020
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Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait
capain kinerja Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus selalu
mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian
kinerjanya pada tahun 2018 adalah sebesar 109%, tahun 2019 sebesar 100%,
tahun 2020 sebesar 100%.

Tahun 2020 pada indikator ini Pengadilan Tinggi Agama Padang selalu
mempublikasikan seluruh putusannya di direktori putusan Mahkamah Agung baik
putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) maupun putusan
yang sudah biasa diselesaikan, hal ini adalah salah satu pelayanan kepada pencari
keadilan yaitu kecepatan dalam memberikan informasi produk pengadilan yang

diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan.

Pada indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus,
Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan karena capaian kinerja
pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Keberhasilan pada indikator ini pertama dikarenakan pelaksanaan dan
efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan

akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Agama
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Padang, sehingga setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim Panitera
Pengganti yang membantu hakim dalam persidangan pada hari itu langsung
mempublikasikan seluruh informasi melalui aplikasi SIPP dan publikasi putusan
melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah sudah
adanya SOP yang baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh
SDM hakim dan fungsional kepaniteraan. Kedua adanya penyediaan sarana dan
prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan yang sangat menunjang
pelaksanaan tupoksi khususnya pada Putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1

(satu) hari sejak diputus.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator
Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus dapat terlihat jika
kita membandingkan antara jumlah atara penanganan penyelesaian perkara
dengan jumlah putusan yang dipublikasikan, dikaitkan dengan jumlah SDM hakim
dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan Tinggi
Agama Padang.
Gambaran penyelesaian perkara dan publikasi putusan yang di upload
pada direktori putusan Mahkamah Agung RI. di Pengadilan Tinggi Agama Padang
tahun 2018 s.d 2020 dengan membandingkan jumlah SDM hakim dan Panitera

Pengganti.
Tabel I11.25
Publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang
Tahun 2018 s.d 2020
Jumlah Perkara
Tahun Perkara Putusan yang Realisasi SDM SDM PP
putus dipublikasikan % Hakim
2018 48 48 100% 12 11
2019 70 70 100% 11 9
2020 61 61 100% 11 13

Pada 3 tahun terakhir terkait Putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari
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sejak diputus di Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dikatakan sudah sangat
baik dikarenakan semua putusan perkara yang diputus pada tahun berjalan selalu
laangsung di upload tidak hanya yang menarik perhatian masyaraakaat (ekonomi
Syariah) saja, Hal itu dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir capaian kinerja pada
indikator ini selalu 100% bahkan tahun 2018 sebesar 109%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian.

Pada indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus
di tahun 2020 ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil
adalah antara lain karena Program Dukungan Manajemen dan Pelaaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program
Peningkatan Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka menciptakan
sunber daya manusia yang berkualitas, melalui pembinaan dan peningkatan
kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran dengan baik,
terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan peralatan
kantor dan operasional lainnya.

Selian itu pada program peningkatran sarana prasarana aparatur

Mahkamah Agung, telah mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk
meningkatkan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, khususnya dalam Putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari
sejak diputus.
Penjelasan Sasaran strategis 2 pada Indikator Kinerja 3 yaitu Pelaksanaan Layanan
Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)

Indikator pelaksanaan layanan minutasi satu hari (one day minutation)
merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah
minutasi perkara yang dilaksanakan pada saat perkara diputus.

Indikator pelaksanaan layanan minutasi satu hari (one day minutation) ini
sebagai tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam meminutasi

berkas perkara pada saat perkara diputus (one day minutations).
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a. Perbandingan antara target dan realisasi kenerja tahun 2020
Tabel I11.26
Persentase Layanan Minutasi Satu HAri (One Day Minutation)
Tahun 2020
. N Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Target 2020 2020 2020
Persentase Layanan
3 Minutasi Satu Hari 90 % 100% 111%

(One Day Minutation)

Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator Persentase Layanan

Minutasi Satu Hari (One Day Minutation) adalah 90 %. Dari 61 perkara yang diputus

oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2020 sebanyak 61 perkara telah

diminutasi dan semuanya dilaksanakaan one day minutasi.

Untuk menilai indikator persentase layanan minutasi satu hari menggunakan rumus

sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diminutasi dalam satu hari

Jumlah perkara yang diputus

x 100 %

Dari rumus indikator kinerja, persentase layanan minutasi satu hari dapat dihitung

sebagai berikut:

61

= Realisasi Layanan minutasi satu hari tahun 2020 = - X 100 % =100 %

100

= (Capaian kinerja tahun 2020= 50 X 100%=111%

Jumlah perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 61 perkara dan sebanyak 61

perkara dapat diminutasi dalam satu hari hal ini berarti layanan minutasi satu hari

dapat terealisasi 100%. Untuk capaian kinerja pada indikator persentase layanan

minutasi dalam satu hari sejak diputus sebesar 111% karena realisasi melebihi

target yang telah ditetapkan yaitu 90%, hal ini berarti Pengadilan Tinggi Agama

Padang telah berhasil dalam melaksanakan secara maksimal proses penyelesaian

minutasi perkara dalam satu hari.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan

beberapa tahun terakhir.
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Tabel 111.27
Persentase Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)

Tahun 2018 s.d 2020
. . Target Realisasi Capaian Capaian
No | Indikator Kinerja g P P
2020 2020 2020 2019 2018
Persentase
Layanan
3 | Minutasi = 3atu | gq 100% 111% 141% | -
Hari (One Day
Minutation)
Grafik I11.10
Persentase Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)
Tahun 2018 s.d 2020
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Pada Indikator ini tidak bisa membandingkan 3 tahun terakhir, karena indikator
ini baru ditetapkan mulai sasaran stratesis tahun 2019, maka kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Padang terkait capain kinerja Layanan Minutasi Satu Hari (One Day
Minutation) hanya membandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, pada 2 tahun ini

selalu mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian

kinerjanya pada tahun 2019 sebesar 141%, dan tahun 2020 sebesar 111%.

Tahun 2020 pada indikator ini Pengadilan Tinggi Agama Padang telah konsisten
dalam melaksanakan minutasi secara one day minutations karena hal itu adalah

pelaksanaan salah satu dari program prioritas Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama.
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Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan.

Pada indikator Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation), Pengadilan
Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan karena capaian kinerja pada indikator

ini adalah sebesar 111%.

Keberhasilan pada indikator ini pertama dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi
terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan
akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Agama
Padang, sehingga setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim Panitera
Pengganti yang membantu hakim dalam persidangan pada hari itu langsung
meminutasi berkas perkara sesuai kronolagis jalannya perkara. Faktor lain one
day minutations sudah diintruksikan dalam Surat Ditjen Badilag nomor :
1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan
Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku | Pedoman Standar SAPM edisi llI
yang saat ini menjadi APM. Dan keberhasilan indikator ini juga karena sudah
adanya SOP yang baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh
SDM hakim dan fungsional kepaniteraan. Didukung adanya penyediaan sarana
dan prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan yang sangat menunjang
pelaksanaan tupoksi khususnya pada Layanan Minutasi Satu Hari (One Day

Minutation).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Layanan
Minutasi Satu Hari (One Day Minutation) dapat terlihat jika kita membandingkan
antara jumlah atara penanganan penyelesaian perkara dengan perkara yang
sudah diminutasi secara one day minutations, dikaitkan dengan jumlah SDM
hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan

Tinggi Agama Padang.

Gambaran penyelesaian minutasi berkas perkara one day minutations di
Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2019 s.d 2020 dengan membandingkan
jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti.
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Tabel 111.28
Minutasi berkas perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang
tahun 2019 s.d 2020

Tahun Perkara Minutasi one Realisasi SDM SDM PP
putus day minut % Hakim

2019 70 70 141% 11 9

2020 61 61 111% 11 13

e. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian.

Pada indikator Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation) di tahun 2020
ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara
lain karena Program Dukungan Manajemen dan Pelaaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program Peningkatan
Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka menciptakan sunber daya
manusia yang berkualitas, melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM,
penyediaan kebutuhan operasional perkantoran dengan baik, terutama
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan peralatan kantor dan

operasional lainnya.

Selian itu pada program peningkatran sarana prasarana aparatur Mahkamah
Agung, telah mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk
meningkatkan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, khususnya dalam Layanan Minutasi Satu Hari (One Day
Minutation).
Penjelasan sasaran stategis 2 pada Indikator Kinerja 4 yaitu Pelaksanaan Layanan
Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)

Indikator pelaksanaan layanan publikasi putusan satu hari (one day publish)
adalah perbandingan antara perkara yang dipublikasikan satu hari setelah putus (one
day publish) dengan jumlah perkara yang telah diselesaian/putus dengan pada tahun
berjalan.

Indikator ini merupakan tolak ukur pelaksanaan penyelesaian akses
informasi yang terbuka, cepat, transparan dan akuntabel oleh Peradilan Tinggi Agama
Padang atas informasi semua perkara yang secara onlie 1 hari sejak perkara tersebut

diputus. Pada saat ini dengan perkembangan IT yang semakin canggih, maka
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Pengadilan Tinggi Agama Padang semakin memberikan pelayanan yang lebih cepat

dan mudah diakses.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kenerja tahun 2020

Tabel 111.29
Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)

Indikator Kinerja Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian 2020
Layanan Publikasi 90% 100% 111%
4 Putusan Satu Hari

(One Day Publish)

Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator layanan publikasi putusan
satu hari (one day publish) adalah 90 %. Tahun 2020 Jumlah perkara yang diputus
sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara dan dapat dipublikasi dalam satu hari
sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara di Direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Untuk menilai indikator persentase layanan publikasi satu hari menggunakan

rumus sebagai berikut :

Jumlah perkara yang dipublikasi dalam satu hari

x 100%

Jumlah perkara yang diputus

Dari rumus indikator kinerja, persentase layanan publikasi satu hari dapat

dihitung sebagai berikut:

81 100%=100%

= Realisasi Layanan publikasi satu hari tahun 2020 = o

= Capaian kinerja tahun 2020 = % x 100 % = 111 %
Jumlah perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 61 perkara dan sebanyak
61 perkara dapat dipublikasi dalam satu hari, hal ini berarti layanan publikasi satu hari
dapat terealisasi 100%. Untuk capaian kinerja pada indikator persentase layanan
publikasi dalam satu hari sejak diputus sebesar 111% karena realisasi melebihi target

yang telah ditetapkan yaitu 100%, hal ini berarti Pengadilan Tinggi Agama Padang
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telah berhasil dalam melaksanakan secara maksimal proses penyelesaian publikasi

perkara dalam satu hari.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan

beberapa tahun terakhir.

Tabel 111.30
Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)
Tahun 2018 s.d 2020
. . Capaian
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian >
2020 2020 2020
2019 2018
Layanan Publikasi
4 | Putusan Satu Hari 90% 100% 111% 141% -
(One Day Publish)
Grafik 111.11
Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)
Tahun 2018 s.d 2020
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Pada Indikator ini tidak bisa membandingkan 3 tahun terakhir, karena indikator

ini baru ditetapkan mulai sasaran stratesis tahun 2019, maka kinerja Pengadilan

Tinggi Agama Padang terkait capain kinerja Layanan Publikasi Putusan Satu Hari

(One Day Piublish) hanya membandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, pada 2

tahun ini selalu mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerjanya pada tahun tahun 2019 sebesar 141%, dan tahun 2020

sebesar 111%.
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Tahun 2020 pada indikator ini Pengadilan Tinggi Agama Padang telah konsisten
dalam melaksanakan publikasi putusan dengan one day publish karena hal itu
adalah pelaksanaan salah satu dari program prioritas Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kenerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan.

Pada indikator, Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)
Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan karena capaian kinerja
pada indikator ini adalah sebesar 111%.

Keberhasilan pada indikator ini pertama dikarenakan pelaksanaan dan
efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan
akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Agama
Padang, sehingga setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim Panitera
Pengganti yang membantu hakim dalam persidangan pada hari itu langsung
mempublikasikan seluruh informasi melalui aplikasi SIPP dan publikasi putusan
melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah sudah
adanya SOP yang baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh
SDM hakim dan fungsional kepaniteraan. Kedua adanya penyediaan sarana dan
prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan yang sangat menunjang
pelaksanaan tupoksi khususnya pada Putusan layanan publikasi putusan satu hari

(one day publish).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator
layanan layanan publikasi putusan satu hari (one day publish) dapat terlihat jika
kita membandingkan antara jumlah penanganan penyelesaian perkara dengan
jumlah putusan yang dipublikasikan, dikaitkan dengan jumlah SDM hakim dan
fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan Tinggi

Agama Padang.
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Gambaran penyelesaian perkara dan publikasi putusan yang di upload
pada direktori putusan Mahkamah Agung RI. di Pengadilan Tinggi Agama Padang
tahun 2019 s.d 2020 dengan membandingkan jumlah SDM hakim dan Panitera

Pengganti.
Tabel 111.31
Publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang
Dengan jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti
tahun 2019 dan 2020
Jumlah Perkara
Tahun Perkara Putusan yang | Realisasi SDM SDM PP
putus dipublikasikan % Hakim

2019 70 70 100% 11 9
2020 61 61 100% 11 13

Pada 2 tahun terakhir terkait layanan publikasi putusan satu hari (one day publish)
di Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dikatakan sudah sangat baik
dikarenakan semua perkara yang diputus pada tahun berjalan selalu laangsung di
upload. Hal itu dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir capaian kinerja pada indikator

ini adalah tahun 2019 sebesar 141% dan tahun 2020 sebesar 100%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian.

Pada indikator layanan publikasi putusan satu hari (one day publish) di
tahun 2020 ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil
adalah antara lain karena Program Dukungan Manajemen dan Pelaaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan DIPA 04 Program
Peningkatan Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka menciptakan
sunber daya manusia yang berkualitas, melalui pembinaan dan peningkatan
kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran dengan baik,
terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan peralatan
kantor dan operasional lainnya.

Selian itu pada program peningkatran sarana prasarana aparatur
Mahkamah Agung, telah mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk

meningkatkan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok
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dan fungsinya, khususnya dalam layanan publikasi putusan satu hari (one day

publish).

Tabel 111.32
Pelaksanaan Layanan Publikasi Putusan Satu Hari Tahun 2020

Tanggal
Publikasi ke Lama Publikasi Putusan Ke Website

Nomor Perkara Website Mahkamah Agung RI

Direktori
1 | 1/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 21/01/2020 | 21/01/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

2 | 2/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 06/02/2020 | 06/02/2020 | Dihariyang sama dengan perkara diputus

3 | 3/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 06/02/2020 | 06/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

4 | 4/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 30/01/2020 | 30/01/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

5 | 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 14/02/2020 | 14/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

6 | 6/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 06/02/2020 | 06/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

7 | 7/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 25/02/2020 | 25/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

8 | 8/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 21/01/2020 | 21/01/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

9 | 9/Pdt.G/2020/PTA.Pdg 03/02/2020 | 03/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

10 | 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 18/02/2020 | 18/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

11 | 11/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 05/03/2020 | 05/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

12 | 12/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 05/03/2020 | 05/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

13 | 13/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 12/02/2020 | 12/02/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

14 | 14/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 26/03/2020 | 26/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

15 | 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 10/03/2020 | 10/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

16 | 16/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

17 | 17/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 26/03/2020 | 26/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

18 | 18/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 26/03/2020 | 26/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

19 | 19/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 17/03/2020 | 17/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

20 | 20/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 23/03/2020 | 23/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

21 | 21/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 04/03/2020 | 04/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

22 | 22/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 16/04/2020 | 16/04/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

23 | 23/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 17/03/2020 | 17/03/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

24 | 24/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 16/04/2020 | 16/04/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

25 | 25/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 09/04/2020 | 09/04/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
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Nomor Perkara

26/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Tanggal

Putus

24/03/2020

Publikasi ke
Website
Direktori

24/03/2020

Lama Publikasi Putusan Ke Website
Mahkamah Agung RI

Dihari yang sama dengan perkara diputus

27 | 27/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 16/04/2020 | 16/04/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
28 | 28/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 11/05/2020 | 11/05/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
29 | 29/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 22/04/2020 | 22/04/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
30 | 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 25/06/2020 | 25/06/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
31 | 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
32 | 32/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 12/05/2020 | 12/05/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
33 | 33/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 13/05/2020 | 13/05/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
34 | 34/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
35 | 35/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 30/07/2020 | 30/07/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
36 | 36/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 22/06/2020 | 22/06/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
37 | 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 15/06/2020 | 15/06/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
38 | 38/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 29/06/2020 | 29/06/2020 | Dihariyang sama dengan perkara diputus
39 | 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 30/07/2020 | 30/07/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
40 | 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 19/08/2020 | 19/08/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
41 | 41/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 03/09/2020 | 03/09/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
42 | 42/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
43 | 43/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 17/09/2020 | 17/09/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
44 | 44/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 29/09/2020 | 29/09/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
45 | 45/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 16/09/2020 | 16/09/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
46 | 46/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 05/10/2020 | 05/10/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
47 | 47/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 08/10/2020 | 08/10/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
48 | 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
49 | 49/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 15/10/2020 | 15/10/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
50 | 50/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 21/10/2020 | 21/10/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
51 | 51/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 11/11/2020 | 11/11/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
52 | 52/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 08/12/2020 | 08/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
53 | 53/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 08/12/2020 | 08/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
54 | 54/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 02/12/2020 | 02/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
55 | 55/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus
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Tanggal
Publikasi ke Lama Publikasi Putusan Ke Website

Nomor Perkara
Putus Website Mahkamah Agung RI

Direktori
17/12/2020

56 | 56/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 17/12/2020 Dihari yang sama dengan perkara diputus

57 | 57/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 16/12/2020 | 16/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

58 | 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 22/12/2020 | 22/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

59 | 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 16/12/2020 | 16/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

60 | 60/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

61 | 61/Pdt.G/2020/PTA.Pdg | 18/12/2020 | 18/12/2020 | Dihari yang sama dengan perkara diputus

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan Renstra 2020- 2024
yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapanan Kinerja (PK)
Pengadilan Tinggi Agama Padang didukung dengan anggaran yang dituangkan dalam 2
(dua) DIPA dengan 3 Program dan nilai Pagu Awal sebesar Rp 15.892.636.000 Namun pagu
Anggaran ini mengalami penyesuaian menyusul kebijakan pemerintah terkait terjadinya
wabah virus covid 19 di Indonesia serta karena adanya revisi antar satker untuk tujuan
optimalisasi Anggaran sehingga pagu anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang pada akhir
tahun berjumlah sebesar Rp 13.923.694.000, berikut program-program beserta realisasi
anggarannya yang menunjang tercapainya indikator-indikator kinerja pada Pengadilan

Tinggi Agama Padang pada tahun 2020.

Tabel 111.33
Realisasi Anggaran Per Program
Pengadilan Tinggi Agama Padang
Tahun Anggaran 2020
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Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi
dan Pengelolaan
Keuangan Badan
Urusan Administrasi

13.520.648.000

(Rp). %
13.477.487.930| 99,68

Program Peningkatan Pengadaan Sarana dan 181.000.000 175.610.400, 97,02
Sarana dan Prasarana Prasarana di Lingkungan

Aparatur Mahkamah Mahkamah Agung

Agung

Program Peningkatan Peningkatan 222.046.000 219.176.560, 98,71

Manajemen Peradilan

Manajemen Peradilan

Agama Agung

Jumlah 13.923.694.000 13.872.274.890| 99,63

Secara keseluruhan capaian kinerja realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama

Padang berdasarkan program dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 111.12
Realisasi Anggaran Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Agama Padang
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Program Dukungan Program Peningkatan .
Manajemen dan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana .
Pelaksanaan Tugas Manajemen
. Aparatur Mahkamah .
Teknis Lainnya Agun Peradilan Agama
Mahkamah Agung gung
B Pagu (Rp) 13.520.648.000 181.000.000 222.046.000
M Realisasi (Rp) 13.477.487.930 175.610.400 219.176.560

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah

Agung (005.01.01) dengan Anggaran sebesar Rp 13.520.648.000 dapat direalisasikan
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sebesar Rp 13.477.487.930 atau

kegiatannya berupa:

a. Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan pegawai;

realisasi

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor;

c. Penyelenggaran non operasional

perkantoran yang meliputi

mencapai 99,68%. Pada Program ini

kegiatan

pembinaan dan pengawasan, kegiatan sosialisasi kepegawaian, kegiatan

penatausahaan barang persediaan dan monev SMART, konsultasi, rapat

koordinasi, penyelenggaran kearsipan, /perpustakaan, dokumentasi.

Program peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung

(005.01.02) dengan Anggaran sebesar Rp 181.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp

175.610.400 atau mencapai realisasi 97,02%. Pada Program ini kegiatannya berupa:

a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi;

b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Dari Tabel dan grafik berikut ini dapat dilihat Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan

Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan belanja pegawai, belanja

barang dan belanja modal.

Tabel 111.34
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01)
Tahun Anggaran 2020
Realisasi Capaian
AT (312 (Rp) Realisasi
Belanja Pegawai 10.027.190.000 | 10.018.487.012 8.702.988 | 99,91%
Belanja Barang 3.493.458.000 3.459.000.918 34.457.082 99.01%
Belanja Modal 181.000.000 175.610.400 5.389.600 97,02%
Jumlah 13.520.648.000 | 13.653.098.330 48.549.670 | 99,64%

Grafik 111.13

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01)

Tahun Anggaran 2020
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Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa capaian realisasi DIPA 01 Badan
Urusan administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun anggaran 2020 mencapai
99,64 persen. Jika dilihat dari tahun sebelumnya capaian realisasi DIPA 01 mengalami
peningkatan dimana pada tahun 2019 capaian realisasi adalah sebesar 98,32 persen. Hal
ini memperlihatkan bahwa meskipun tejadi kondisi sulit yakni pandemi covid 19 di
Indonesia, namun PTA Padang mampu menyesuaikan dengan cepat dengan melakukan

inovasi dan optimalisasi anggaran.

Bentuk inovasi dan optimalisasi tersebut antara lain pada kegiatan pembinaan dan
pengawasan serta konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung
dengan melakukan perjalanan dinas dialihkan dengan sistem daring dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki. Sedangkan untuk anggarannya dilakukan
optimalisasi ke akun pemeliharaan dan penyelesaian pagu minus anggaran pada satker
Pengadilan Agama se Sumatera Barat melalui mekanisme Revisi antar satker. Dengan
strategi tersebut program yang ditetapkan dapat berjalan dengan kinerja baik dan

anggaran dapat terserap dengan optimal.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang
tahun 2020 DIPA 005.01 sebesar 99,64 persen apabila dibandingkan dengan capaian
realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 111.35

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2018-2020
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Anggaran Realisasi

Persentase (%)

(Rp) (Rp)
1 2020 13.520.648.000 13.653.098.330 99,64%
2 2019 13.640.017.000 13.411.473.867 98,32%
3 2018 14.494.544.000 14.477.250.854 99,88%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi anggaran

selalu berada di atas 98 persen.

3. Program peningkatan manajemen peradilan agama (005.04.08) dengan Anggaran
sebesar Rp.222.046.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 219.176.560 atau realisasi
sebesar 98,71%. Pada Program ini sasarannya berupa:

a. Telaksananya implementasi Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Agama;
b. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan
c. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Yustisial.
Tabel dan grafik berikut ini dapat dilihat anggaran dan realisasi untuk DIPA 04 tahun
anggaran 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang.
Tabel 111.36

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.04.08)
Tahun Anggaran 2020

Capaian
Realisasi

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 | Belanja Barang 222.046.000 219.176.560 2.869.440 98,71%

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa capaian realisasi DIPA 04
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun
Anggaran 2020 sebesar 98,71 persen merupakan capaian yang baik. Walaupun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dimana realisasinya sempurna 100%, namun jika

melihat kinerjanya dapat dituntaskan seluruhnya.
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Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang
tahun 2020 DIPA 005.04 sebesar 98,71 persen apabila dibandingkan dengan capaian

realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11l.37
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2018-2020

Anggaran Realisasi
Persentase (%
(Rp) (Rp) )
1 2020 222.046.000 219.176.560 98,71%
2 2019 122.546.000 122.546.000 100,00%
3 2018 85.250.000 85.245.000 99,99%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi anggaran

selalu berada di atas 98 persen.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Padang (DIPA-01) dengan
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA serta Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai berikut
a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan

tunjangan serta uang makan pegawai.
a). Rencana Kerja Anggaran

Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun
Anggaran 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Rp
10.027.190.000

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap
atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah
sejumlah Rp 10.018.487.012

Dari total anggaran Belanja Pegawai yang telah terealisasi, dapat dilihat

bahwa pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 99,91 persen.
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c.). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp

8.702.988

Sisa pagu Belanja Pegawai adalah sebesar 0,09 persen dari anggaran. Nilai

sejumlah itu tidak terpakai, namun semua kegiatan terpenuhi.
b. Belanja Barang

Belanja barang vyaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk
didalamnya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Perhitungan dan
penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan
dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR)dan Rincian
Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang operasional

maupun belanja barang non operasional.
a). Rencana Kerja Anggaran

Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran

2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar Rp 3.493.458.000

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama

Padang untuk memenubhi target kinerja.
b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap
atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah
sebesar Rp 3.459.000.918

Dari total anggaran Belanja barang yang telah terealisasi, pagu belanja

barang telah terserap sebesar 99,01 persen.

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



c¢). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp 34.457.082

Dari sisa pagu belanja barang dapat dilihat bahwa sebesar 0,99 persen
anggaran tidak terpakai dari total pagu yang tersedia, namun semua

kegiatan yang ditargetkan tercapat.
Belanja Modal

Belanja Modal vaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Selama tahun anggaran 2020, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Padang mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan

ada beberapa satuan kerja yang lain mendapatkan belanja modal peralatan dan

mesin, juga mendapatkan belanja modal gedung dan bangunan.
a). Rencana Kerja Anggaran

Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran
2020 di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar Rp.
181.000.000

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap
atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah
sebesar Rp 175.610.400.

Dari total anggaran Belanja Modal yang telah terealisasi, pagu belanja

modal telah terserap sebesar 97,02 persen.
c¢). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp 5.389.600.

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



Dari sisa anggaran tersebut, 2,98 persen anggaran tidak terpakai dari total

pagu yang tersedia namun target yang direncanakan telah tercapai.

Grafik I11.14
Grafik Realisasi (Penyerapan) Anggaran Dipa-01
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang
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Sedangkan pengelolaan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Padang
(DIPA-04) dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebagai

berikut :
a). Rencana Kerja Anggaran

Besarnya total anggaran atau pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
dalam DIPA-04 Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah
sebesar Rp 222.046.000

b).Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang DIPA-04 Tahun Anggaran 2020, anggaran yang
terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah
sebesar Rp 219.176.560
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Dari total anggaran DIPA 04 yang telah terealisasi, pagu belanja barang DIPA 04

telah terserap sebesar 98,71 persen.
c). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran DIPA 04 yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat sisa anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 2.869.440

Dari total sisa anggaran pagu belanja barang DIPA 04, sebesar 1,29 persen

anggaran tidak terpakai namun target kegiatan dan program sudah tercapai.

Grafik Il.15
Grafik Realisasi (Penyerapan) Anggaran Dipa-04
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020
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1. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya MA

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan
bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
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Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang

dipublikasikan.

b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi
masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan

suatu perkara.

(@]

. Peningkatan penggunaan media sosial dalam rangka sosialisasi (kampanye)
dan penyampaian informasi tentang peran Mahkamah Agung dan lembaga
peradilan kepada masyarakat dalam upaya penegakkan citra positif

peradilan.

[oN

. Mengembangkan teknik survei dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan

atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.

e. Melakukan pembinaan kepegawaian berupa analisis dan evaluasi jabatan

)

Menetapkan standar kinerja individu.

Q@

Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan

kompetensinya.
h. Menyusun kebijakan tentang reward and punisment.

i. Melaksanakan Pembinaan dan Pendampingan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada
Pengadilan Agama dengan hasil WBK pada 2 (dua) Pengadilan Agama
Sawahlunto dan Pengadilan Agama Solok.

j.  Melaksanakan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan

selaku koordinator wilayah provinsi Sumatera Barat.

Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah
Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan
badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan

keadilan.
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Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan
maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Mahkamah Agung
memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan satuan kerja baru

Pengadilan Agama Pulau Punjung dan Pengadaan sarana pendukungnya.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau
penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas

penyelenggaraan peradilan.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan
peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan
peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan
yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena

itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh pengadilan agama

di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.

b. Mereviu dan  menyempurnakan  kebijakan  jangka waktu

penyelesaian perkara

c. Melakukan Pembinaan dan Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu

(APM)
d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.

e. Mengoptimalisasi fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaatz)

untuk menjangkau lapisan masyarakat.

f. Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Panitera, Panitera Pengganti

dan Jurusita Pengadilan Agama.

Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 36 orang yang terdiri dari Panitera,

Panitera Pengganti dan Jurusita. Kegiatan ini juga diikuti secara online
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melalui zoom meeting yang diikuti oleh ketua pengadilan agama dan

panitera pengganti yang tidak hadir secara fisik di lokasi acara.

Output yang dihasilkan adalah terlaksananya transfer knowledge
kepada aparatur tenaga teknis dan adanya kesamaan pandang
terhadap pelaksanaan tugas di bidang tenaga teknis peradilan terutama
di bidang pelelangan jaminan. Kegiatan melibatkan narasumber dari
Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung, KPKNL Bukittinggi

dan Badan Pertanahan Nasional Kota Batusangkar.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2020 dalam
rangka layanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang
sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang bertekat kuat
untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai Lembaga yudikatif sekaligus mengemban
kepercayaan publik sebagai kawal depan (voorpost) penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan
ditunjukkan dengan kinerjayang luar bisa dalam penanganan perkara yang merupakan core business

dari Lembaga peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020 ini menyajikan
pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 10 (sepuluh) indikator kinerja.
Sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Hal
ini terlihat dari 10 indikator kinerja telah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi

target.

1. Untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel memiliki
enam indikator kinerja utamayang hasil capaiannyaadalah:

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan, tidak dihitung menggunakan
rumus yang ditetapkan, disebabkan pada tahun 2020 tidak terdapat sisa perkara yang harus
diselesaikan, sehingga capaian kinerjaadalah100%.
Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, realisasi 100%, melebihi
targetyangditetapkan 98%, sehingga capaian kinerja102%.
Indikator persentase penurunan sisa perkara tahun 2020 tidak dihitung menggunakan rumus
yang ditetapkan, disebabkan pada tahun 2019 tidak ada sisa perkara dan pada tahun 2020 juga
tidak ada sisa perkara, maka pada tahun 2020 tidak ada penurunan sisa perkara, sehingga

capaian indikator penurunan sisa perkaraadalah100%.



e Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi dan PK realiasai sebesar 74% dari perkara yang diputus tahun 2020, target
yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerja 106%.

e Indikator kinerja indeks responden pengadilan pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang, index kepuasan layanan diperoleh
realisasi sebesar 90% dan masuk kategori A (Sangat Baik) sesuai target 90%
dengan capain kinerja 100%.

e Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah realisasi
sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja 100%
Untuk peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara memiliki empat

indikator yang hasil capainnya adalah:

e Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju
tepat waktu, realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju 100%
sesuai taget, sehingga capaian kinerja 100%.

e Indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak
diputus, realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian
kinerja 100%

e Indikator Kinerja Pelaksanaan Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)
realisasi sebesar 100% perkara yang dapat diminutasi, dengan capaian kinerja
111%.

e Indikator Kinerja Pelaksanaan Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day
Publish) realisasi sebesar 100 %, dengan capaian 111%

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi untuk program:

e  Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, realisasi
anggaran sebesar 99,64%, semua target program tercapai.

e  Program peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung,
realisasinya sebesar 97,02%, semua target program tercapai.

e  Program peningkatan manajemen peradilan agama, realisasinya sebesar
98,71%, semua target program tercapai.

Capaian kinerja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas

Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan
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capaian tersebut karena kerja keras dan komitmen pimpinan dan seluruh pengawai
Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LKjIP tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilaan keputusan guna
peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya
diharapkan LKjIP tahun 2020 ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam
penyusunan dan implementasi Rencana Kerja Operfatian Plan, Rencana Kinerja
Performance Plan, Rencana Anggaran Budgeting Plan dan Rencana Strategis
Strategic Plan pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang, informasi
capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laaporan kinerja akan menjadi

bahan evaluasi untuk melakukan upaya perbaikan kedepan pada tahun berikutnya.

B. Rekomendasi

Pengadilan Tinggi Agama Padang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan
maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang
merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang
Tahun 2020. Berdasarkan reviu Tim Penyusunan LKjIP tahun 2020 ini, ada beberapa
rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala SDM yang kurang ahli serta kurang berkompeten yang
ditempatkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisa jabatan
yang telah dilakukan serta perlunya mengasah keterampilah secara kontinuitas.

2. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan
transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Padang dan jajaran peradilan agama diwilayah sesuai dengan core
bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk
peningkatan penyelesaian perkara.

3. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana

Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dengan cara antara lain:

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



- Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja
Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan
Renstra sebagai acuan.

- Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang
handal termasuk penetapan kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Tinggi
Agama Padang dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi
masyarakat.

Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas

antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga

kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LKjIP 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang



LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi |
2. SK Tim Penyusun LKjIP

3. Penyataan LKjIP telah di Reviu dan checklist
Reviu

:/ZU 4. SK Penetapan Reviu IKU
: 5. Matrik Renstra 2020-2024
6. Rencana Kinerja Tahunan 2020
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
8. Pengukuran Kinerja pertriwulan Tahun 2020

9. Rapat Penyusunan LKjIP 2020

10. Piagam/Sertifikat Penghargaan




‘H'S ‘sepog .E:mq \winwoAog Sig q
DZWID} 51 4
sihars e B svbuss u}‘ 3¢ ovira g 4 H=9 H'S ‘DIADPIO Euzﬂ
e arioas | = i s e
-
2 ‘H’s DIy |paIDg W
T e i n.l!...!suﬂl | By's ‘ejwyoy m
< -
o || . ] A u "H'S “oysy [njiDAg "siq -
o
A A
obbuc ysiuny ro——— esssor H'S 4oy 1H - jozudy ‘siq
oot oo s oy ko coney \'/
o ;e W uE FS s e T e
ILN' 3d VAILINYd
4 ﬁ b b g -t 4 .__5‘
P ooy ndier) WS 'oTioH opuim
‘H'W ‘ypzwy [niyeg ‘siq
upBupnay ung unpmpbaday ung wmjnY Dpnw Diajiung

wnwpn uoiBog ojpday ubnunsuasag unibog ojpday & ‘DY POLWLIDYN iy N, - P §
g B A R HSEuRY Qg iy I'H'W “H'S ‘ipws| sup| H 'sag 4Q
__ — — THW ‘|niwy yodg ‘Y sig
I HW “H'S Giunuiy uompry ‘sig
HW ‘uyuy |puipz Y "siq

SUDjBIYOg pIBjUDY

Py WrBYiS IR H'S ‘omiplng ‘H'W “H'S ‘uippnaioyy) Y 'sig

wpAg wsny ‘Y ‘vag

WIIVH

oNgay| O

bnyey
TH'W ‘winipH "pqy ig

"H'W 'upsyy uiez ‘4 'sid

ONVAVd VINVOV IDONIL NVTIAVONId A6

— ISYSINYOHO HNLMNYLS &




Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

7/
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/109/0T.01.2/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

a. bahwa guna mewujudkan pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun
anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Padang harus menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);

b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun
2020, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;

c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 193 1A/SEK/OT.01.2/11/2020
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2020;

Menunjuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Tim bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 dan memberikan laporan
secara tertulis kepada satgas SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Padang;
Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/109/0T.01.2/1/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020

Penanggung jawab 2 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Sujarwo, S.H.

Wakil Ketua Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Ismail, S.H.I.,, M.A.

Mukhlis, S.H.

Muhammad Rafki, S.H

Damris, S.H.

Elvi Yunita, S.H., M.H.

Anggota

Hj. Nurmiswati

Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.
Rifka Hidayat, S.H.
Nora Oktavia, S.H

Hj. Alifah, S.H.
10.Drs. Daryamurni
11.Elsa Rusdiana, S.E.
12.Aidil Akbar, S.E.
13.Fadhliamin, S. SL
14.Berki Rahmat, S.Kom.
15.Mursyidah, S.AP.
16.Listya Rahma, A.Md.
17.Fitrya Rafani, A.Md.
18.Efri Sukma

19. Winda Harza, S.H.
20.Yova Nelindy, A.Md.
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PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang
untuk Tahun 2020 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Substansi Informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, menjadi

tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam

meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




CHECKLIST REVIU

Unit : Pengadilan Tinggi Agama Padang

NO PERNYATAAN CHECKLIST
1 2 3 4
1|Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menampilkan v
data penting Instansi Pemerintah (IP)
LKj telah menyajikan informasi target kinerja
LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi v
pada badan laporan
Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan %
Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v
2|Mekanisme LKjIP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk "
Penyusunan itu
Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data .
yang memadai
Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari v
unit kerja ke unit penyusun LKj
Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/informasi di
setiap unit kerja v
Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini v
keandalannya
Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui unitk kerja terkait. v
LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya %
3|Substansi Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran -
dalam perjanjian kinerja
Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencanan strategis v
Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat pernyataan
yang memadai v
Target Indikator Kinerja (IK) v
Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator
kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja v
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LKj telah sesuai dengan v
dokumen IKU yang ditetapkan
Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai v
Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun yang lalu,
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat v
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran %
IKU dan IK telah smart v

X 1 14mail, S. HI., MA

15580856 1882034 004 NIP. 197908202003121004

Padang, Februari 2Q21
Patilgo Tinggi Agama Padang Kepalg Bagian Pererfcangan dan Kepegawaian
engadilan Tinggi Padang
4




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/;72/24/0T.01.1/X11/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Padang
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang

untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan

Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024;

Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran
yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak

tanggal di tetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Desember 2019
RETUAPENGADILAN TINGGI AGAMA

\ : / “' 5 .H.k
Y ) 261982031004
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Unit Pelaksana

e T ST e Blokasi(uta rupiah)
T e TR T T e R TR e B

Kegiatan (Output)/ Indikator
Pengadilan Tinggi Agama Padang
Sasaran Strategis 13,923.7 14,361.1 15,435.0 16,535.0 17,635.0 PTA Padang
Terwujudnya proses peradilan yang ;
pasti, transparan dan akuntabel.

Persentase sisa perkara yang 100% - - ' & =
diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan 98% 100% 100% 100% 100%
tepat waktu

Persentase penurunan sisa perkara 100% - - - -
Persentase Perkara yang Tidak 70% 75% 76% 77% 78%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan

PK

Index responden pencari keadilan 90% 95% 96% 97% 98%

yang puas terhadap layanan peradilan

Persentase penyelesaian perkara 100% - - - -
ekonomi syariah
Peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara. $ : !
Persentase Salinan putusan yang 100% 100% 100% 100% 100%

dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
Persentase Putusan yang menarik 100% - - - -

perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah putus

Persentase layanan minutasi 1 hari 90% - - - -
(one day minutation)

Persentase layanan publikasi putusan 90% - - - -
1 hari (one day publish)

Meningkatnya hasil pembinaan bagi

aparat tenaga teknis di Lingkungan

Peradilan
Persentase SDM teknis yustisial yang 100% 100% 100% 100% 100%
mempunyai kemampuan dibidang
teknis yudisial agama

Meningkatnya SDM Mahkamah Agung

yang berkualitas

Page 1 of 4



Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran
Kegiatan (Output)/ Indikator.
Persentase SDM PTA yang meningkat

kompetensinya setelah mengikuti
diklat
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
kinerja aparat peradilan secara optimal

Program/ Kegiatan

Persentase pengaduan yang dapat

ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang dapat

ditindaklanjutidan dipublikasi
Meningkatnya transparansi pengelolaan
SDM, Keuangan dan Aset

Persentase terpenuhinya kebutuhan
standar sarana dan prasarana gedung
yang mendukung peningkatan
pelayanan prima

Persentase peningkatan produktivitas
kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Prestasi Kerja)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama
Akreditasi Lembaga
Peningkatan kapasitas aparatur
negara
Pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan

Program Dukungan Manajemen

; Meningkatnya kualitasi layanan
dukungan manajemen untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan
prima Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jumlah pengelolaan pelayanan sistem
informasi terintegrasi

Jumlah pengembangan SDM
kepegawaian berdasarkan parameter
obyektif

Lokasi

100%

100%

100%

85%

100%

14 satker
36 orang

14 laporan 18

100%

100%

100%

85%

100%

19 satker
36 orang

laporan 18

1layanan 1 layanan

43 orang 44 orang

Target

100%

100%

100%

85%

100%

19 satker
72 orang

100%

100%

100%

85%

100%

19 satker
72 orang

100%

100%

100%

85%

100%

19 satker
72 orang

laporan 18 laporan 18 laporan

1 layanan

49 orang

1layanan 1 layanan

51 orang 53 orang
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Alokasi (juta rupiah)

2020 ] 2021 1 2022 ] 2023 | 2024 | 2020 ] 2021 [ 2022 | 2023 [ 2024 |

222.0 205.3 369.5

13,701.6 14,155.8 15,065.5

469.5

16,065.5

Unit Pelaksana

Kepaniteraan

Kesekretariatan

569.5 PTA Padang

17,065.5 PTA Padang



Plogram/ Kesiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Lokasi Target Alokasi (juta rupiah) OnitPeakeare
Kegiatan (Output)/ Indikator EoooTen @ ovzs il poos Lo B D00 R0 i b s i o
Jumlah laporan pengelolaan dan 456 456 laporan 456 laporan 456 456
pelaporan keuangan yang transparan laporan laporan laporan

dan akuntabel di PTA Padang dan 4
‘ lingkungan peradilan di Sumatera
Barat
Jumlah dokumen rencana program 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
dan anggaran serta organisasi secara
transparan, efektifitas dan efisien

Jumlah laporan pengelolaan sarana 12 laporan 12 laporan 12  laporan 12 laporan 12 laporan
dan prasarana untuk menunjang

pelayanan peradilan

Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan 1layanan 1 layanan 1 layanan 1layanan 1 layanan
Jumliah layanan pengelolaan 4layanan 4layanan 4 layanan 4 layanan 4 layanan

keamanan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan SDM PTA Padang

Kegiatan 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 222.0 205.3 369.5 469.5 569.5 PTA Padang
Meningkatnya layanan dukungan
penyelesaian perkara di PTA Padang 4
Akreditasi Lembaga 14 satker 19 satker 19 satker 19 satker 19 satker
Jumlah tenaga teknis yang mengikuti 36 orang 36 orang 72 orang 72 orang 72 orang
bimbingan teknis administrasi
peradilan agama
Pemantauan dan evaluasi serta 3laporan 28laporan 36 laporan 36 laporan 36 laporan
pelaporan

Kegiatan 2 : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 13,520.6 13,9144 13,789.2 14,789.2 16,065.5 PTA Padang
Keuangan Badan Urusan Administrasi
Pengelolaan Keuangan yang transparan
dan akuntabel
Perolehan Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Persentase penyelesaian kerugian 100% 100% 100% 100% 100%
negara yang dikembalikan
Persentase realisasi Penerimaan 100% 100% 100% 100% 100%
Negara Bukan Pajak
Persentase realisasi anggaran belanja 100% 100% 100% 100% 100%
Mahkamah Agung

Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di PTA Padang 181.0 37.5 1,276.3 1,276.3 1,000.0 PTA Padang

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana

Page3 of 4



Program/ Kegiatan

Sesaran program (outcome)/ Sasaran (T T et Aok uta rupah) e
n
Kegiatan (Outpu)/ ndikator T S < 7S 7 S T TV m_

Realisasi kebutuhan sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana dalam mendukung Tusi

8G Juli 2020
N gadilan Tinggi Agama Padang

%_SI

Dys. fWAhsan, SH,
fﬂuam. m.\.mwmpmms&ai
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1. | Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

d.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2020
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pesentase Sisa Perkara
yang diselesaikan

. Persentase Sisa

Perkara yang
diselesaikan tepat
waktu

Persentase Penurunan
Sisa Perkara

Persentase Perkara
yang tidak mengajukan
upaya hukum :

e Kasasi

¢ PK

100 %

98 %

100 %

70 %

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama

Prioritas
penyelesaian
sisa perkara

Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

Persentase
penurunan
sisa perkara

Peningkatan
Kualitas
Putusan

1. Terselenggaranya
penyelesaian
Administrasi
perkara yang
sederhana, tepat
waktu,
transparan dan
akuntabel

2. Terselenggaranya

pelaksanaan
pelayanan
peradilan Agama

3. Terselenggaranya

pembinaan
tenaga teknis
peradilan agama

4. Terlaksananya

tata laksana
perkara Kasasi
dan PK

1

a.

33
Kegiatan

Rp. 326.546.000




e. Index responden 90% Pelaksanaan | 5. Tingkat kepuasan
pengadilan tingkat survey terhadap
pertama yang puas kepuasan pelayanan PTA
terhadap layanan pada Padang diatas
peradilan pengadilan 90%
tingkat
pertama
f. Penyelesaian perkara 100% Penyelesaian | 6. Terselesaikannya
Ekonomi syariah perkara perkara ekonomi
ekonomi syariah tepat
syariah waktu.
Peningkatan a. Persentase salinan 100% | Program Peningkatan | 1. Terwujudnya 1 Rp. 181.000.000
Efektifitas putusan yang Peningkatan | efektifitas pengiriman layanan
Pengelolaan dikirimkan ke sarana dan pengiriman salinan putusan
Penyelesaian pengadilan Pengaju Prasarana salinan tepat waktu ke
Perkara Tepat Waktu aparatur putusan Pengadilan
Mahkamah Pengaju
Agung
. Persentase putusan 100% Putusan Terlaksananya
perkara yang menarik perkara Pengadaan
perhatian masyarakat ekonomi perangkat
(ekonomi syariah) yang syariah yang pengolah data
dapat diakses secara dapat diakses dan komunikasi
online dalam waktu 1 secara online pendukung SIPP
hari sejak putus dalam waktu dan E-Court




c. Persentase Layanan
Minutasi Satu Hari
(One Minutation)

d. Persentase Layanan
Publikasi Putusan Satu
Hari (One Day Publish)

90%

90%

1 hari sejak
putus

Pelaksanaan
one day
minutation
secara
optimal

Pelaksanaan
one day
publish
secara
optimal

4.

Terlaksananya
minutasi
putusan 1 x 24
Jam

Terlaksananya
publikasi
putusan 1 x 24
Jam




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Drs. Aco Nur, M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2 Januari 2020

") Brs. HyZeinAhsdy, M.H
. NIPI195508261982031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Target
1 2 3 4
1. Terwujudnya proses peradilan yang Persentase sisa perkara yang 100%
pasti, transparan dan akuntabel diselesaikan
Persentase perkara yang 98%
 diselesaikan tepat waktu

Persentase Penurunan sisa perkara 100%
Persentase perkara yang tidak 70%
mengajukan upaya hukum (kasasi
dan PK)

Index responden pengadilan tingkat 90%
pertama yang puas terhadap layanan
PTA. Padang

Persentase penyelesaian perkara 100%
Ekonomi Syariah
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan Persentase salinan putusan yang 100%
penyelesaian perkara dikirim ke pengadilan pengaju tepat
waktu

Persentase putusan yang menarik 100%
perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1
(satu) hari setelah diputus

Persentase Layanan Minutasi 90%
1(satu) Hari (One Day
Minutation)
Persentase Layanan Publikasi 90%
Putusan! (satu) Hari (One Day
Publish)
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Rp. 15.385.090.000,-
Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Rp. 181.000.000,-
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama Rp. 326.546.000,-

Padang, p; :lanuan 2020
R gAdi inggi Agama Padang

\ NlP. 19550826198” 1004

& .f?'




PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2020

Terwujudnya proses peradilan yang [a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%|Nihil Nihil Nihil Nihil 100% 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 98% 100% 100% 100% 100% 102% 102% 102% 102%
waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara 100%|Nihil Nihil Nihil Nihil 100% 100% 100% 100%
d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum
* Kasasi 70% 70% 70% 72% 74% 100% 100% 102% 105%
* PK
e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang puas terhadap layanan pengadilan tingkat
pertama 90% 86% 90% - - 95,6% 100% - -
f. Persentase Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

100%, 0%, 0% 0% 100% 0%, 0%, 0% 100%

Peningkatan Efektifitas Pengelola a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu
b. Persentase Putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
c. Persentase Layanan Minutasi Satu Hari (One Day 90% 100% 100% 100% 100% 111% 111% 111% 111%
Minutation)

d. Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day 90% 100% 100% 100% 100% 111% 111% 111% 111%
Publish)




RALAT REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020
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PENGADILAN AGAMA

HOWON

1 [PADANG

2 |PARIAMAN

3 [BATUSANGKAR

4 |BUKITTINGGI

5 [PAYAKUMBUH

6 [SAWAHLUNTO

7 |SOLOK

8 [PADANG PANJANG

9 [MUARA LABUH

10 [SJUNJUNG

11 |KOTO BARU

12 |PAINAN

13 |LUBUK SIKAPING

14 |TALU

15 [MANINJAU

16 |LIMA PULUH KOTA

17 |LUBUK BASUNG

18 |PULAU PUNJUNG

JUMLAH




RALAT REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020
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PENGADILAN AGAMA

HOWON

1 [PADANG

2 [PARIAMAN

3 |BATUSANGKAR

4 |BUKITTINGGI

5 |PAYAKUMBUH
6 [SAWAHLUNTO

7 |SOLOK

8 [PADANG PANJANG
9 |MUARA LABUH

10 |SIJUNJUNG

11 [KOTO BARU

12 [PAINAN

13 [LUBUK SIKAPING

14 |TALU

15 |MANINJAU

16 |LIMA PULUH KOTA
17 |LUBUK BASUNG

18 [PULAU PUNJUNG

JUMLAH




PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

JI. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.qo.id

PADANG - 25171

Nomor
Lampiran
Perihal

: W3-A/ 0225 /OT.01.2/1/2021 }& Januari 2021
: 1 lJampiran
: Undangan Rapat

Penyusunan LKjIP Tahun
2020

Yth.
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang nomor W3-A/109/0T.01.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang
Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang, kami
mengundang Saudara untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 18 Januari 2021

Jam : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama
Padang

Agenda : Pengarahan dan penyusunan LKjIP

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

‘Ketua Tim Penyusun,




Lampiran surat PTA Padang
Nomor : W3-A/ 0225/0T.01.2/1/2021
Tanggal : |7 Januari 2021

IRSYAD], S.Ag., M.Ag.
DAMRIS, S.H.

ISMAIL, S.H.I., M.A.
MUKHLIS, S.H.
MUHAMMAD RAFKI, S.H.
Hj. ALIFAH, S.H.

NORA OKTAVIA, S.H.
Drs. DARYAMURNI

ELVI YUNITA, S.H., M.H.
10.MILLIA SUFIA, S.E., S.H., M.M.
11.RIFKA HIDAYAT, S.H.
12.FADHLIAMIN, S.SL
13.BERKI RAHMAT, S.Kom.
14.AIDIL AKBAR, S.E.

15.Hj. NURMISWATI
16.ELSA RUSDIANA, S.E.
17.LISTYA RAHMA, A.Md.
18.MURSYIDAH, S.AP.
19.FITRYA RAFANI, A.Md.
20.EFRI SUKMA

21.WINDA HARZA, S.H.
22.YOVA NELINDY, A.Md.

e S 6 @ s R

Ketua Tim,




PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass km 24 Anak Air, Kel. Batipuh Panjang, Padang 25179
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan

. Rapat Penruguran UQIP
. Genn,  [§ Joruan 802!

&
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No. Nama Jabatan/Unit Kerja nda Tapigan
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DOKUMENTASI FOTO :




PIAGAM PENGHARGAAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG (401901)
Sebagai
RINGKAT MA
SATKER PERAIH NILAT INDTKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019

DENGAN NILAT 98.99

Semoga piagam ini dapat men kinerja Anggaran di masa yang akan datang.

Padang, 28 Januari 2020
Kepala KPPN Padang

S

Tisari Yona Geumila
NIP 19700803199603200

OTE 9
CAMERA

Menerima piagam penghargaan sebagai peringkat kelima satker peraih nilai indikator \
kinerjapelaksanaan anggaran Tahun 2019 yang diserahkan pada tanggal 28 Januari 2020
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